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Di tengah pandemi Covid-19, Perpustakaan 

Nasional bersama dengan semua pihak terus 

berusaha meningkatkan literasi masyarakat. 

Melalui kegiatan yang terukur dan diyakini 

memberi dampak. Perpusnas yakin dapat 

meningkatkan Indeks Literasi Masyarakat 

guna mencapai salah satu tujuan negara, yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sisi hulu merupakan fokus utama Perpusnas 

dalam memperbaiki kondisi literasi di 

Indonesia. Eksekutif, Legislatif, penerbit, 

penulis, pustakawan, dan semua pihak yang 

bertanggung jawab menyiapkan infrastruktur 

literasi didorong untuk lebih produktif dan 

kolaboratif dalam menciptakan ekosistem 

literasi yang kondusif bagi masyarakat.

Masyarakat tidak bisa serta merta bisa 

disalahkan jika literasinya rendah selama 

kondisi di sisi hulu tidak mendukung hilir 

secara maksimal. 

Mempersiapkan bahan bacaan yang 

berkualitas adalah salah satu cara perbaikan di 

sisi hulu dengan meningkatkan kualitas akses 

terhadap bacaan tersebut. Kondisi tersebut 

kemudian diharapkan dapat menciptakan 

masyarakat yang literat, yang mampu 

berkolaborasi dan berkompetisi dengan siapa 

pun dalam menciptakan barang dan jasa yang 

berkualitas.

pengantar Redaksi 

Salam Literasi
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Kepala Perpusnas: 
Kondisi Literasi 
Harus Dipahami
Dari Hulu Hingga Hilir

Volume  XXVI 
No. 1 2021 

Rapat Umum Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Salemba, Jakarta—Mengawali tahun 2021, Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif 
Bando memberikan arahan kepada seluruh pegawai di lingkungan Perpusnas. Dalam arahan 
umumnya, Syarif Bando menyatakan tahun ini, Perpusnas mengusung paradigma dari hulu 
hingga hilir dalam memahami kondisi literasi di Indonesia. Menurutnya, kondisi literasi harus 
dilihat secara komprehensif dengan melihat fakta yang terjadi di lapangan.
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Survei dari Unesco mengenai 
literasi dunia menyatakan 
minat baca masyarakat 
Indonesia hanya 0,001% atau 
hanya satu orang dari 1.000 
orang Indonesia yang rajin 
membaca. Syarif menegaskan, 
hasil survei ini merupakan fakta 
yang sudah lampau. Namun ini 
tidak berarti kondisi tersebut 
terjadi tanpa adanya sumber 
masalah. Menurutnya, indeks 
literasi membaca di Indonesia 
harus dilihat berdasarkan akar 
masalahnya.

"Di sisi hulunya yang 
bermasalah, berapa sih penulis 
di Indonesia, berapa buku yang 
terbit di Indonesia, apakah 
buku yang terbit sesuai 
kebutuhan masarakat. Kalau 
bukunya cukup, bagaimana 
proses berpindahnya ke 
daerah," jelas Syarif Bando 
dalam Rapat Umum 
Pelaksanaan Kegiatan Tahun 
Anggaran 2021 yang 
diselenggarakan di Perpusnas 
Salemba, Jakarta, pada Senin 
(4/1/2021).

Syarif Bando mengarahkan 
seluruh jajarannya untuk 
menghitung rasio antara 
jumlah buku dengan jumlah 
penduduk di Indonesia. 
Penilaian bahwa masyarakat 
pedalaman tidak suka 
membaca harus dihentikan 
karena tidak 
mempertimbangkan kondisi 
kurangnya bahan bacaan.

Seluruh elemen di 
perpustakaan harus berbenah 
sesuai perkembangan zaman. 
Saat ini, perpustakaan tidak 
sekadar menyimpan koleksi 
buku, namun harus bisa 
memotivasi individu agar 
menjadi manusia pembelajar. 
"Jadi kita menjadi motivator 
orang lain untuk membaca dan 
mendapat pengetahuan baru. 
Ketika kita menyuruh orang 
membaca, berpengetahuan, 
maka ini kita sudah 
berkontribusi," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, 
Syarif Bando mengarahkan 
agar kinerja para staf dievaluasi. 

Ada tujuh unsur yang bisa 
digunakan dalam melakukan 
penilaian kinerja yakni 
kecepatan, ketepatan, 
komunikasi, solidaritas, 
kreativitas, disiplin, dan 
integritas. "Ini saya mau 
sampaikan bahwa jika bapak 
ibu ingin mendapatkan hasil 
yang lebih baik dari 2021, maka 
harus ada cara kerja yang lebih 
baik dari 2020. Jadi pasti ada 
cara kerja yang baru untuk 
mendapatkan hasil kerja yang 
baru," pungkasnya.

Rapat umum dihadiri seluruh 
pegawai dan diikuti secara 
daring. Dalam rapat, para 
pimpinan tinggi madya dan 
pratama di lingkungan 
Perpusnas menyampaikan 
capaian kinerja selama 2020, 
rencana kegiatan pada 2021, 
dan masukan/saran untuk 
kegiatan yang diusulkan.

Reporter: Hanna Meinita

Fotografer: Ahmad Kemal 
Nasution 
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Sosialisasi Transformasi  Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial 2021:

Fasilitasi Masyarakat 
Tingkatkan Kesejahteraan 
Melalui Perpustakaan

Volume  XXVI 
No. 1 2021 



4

Tahun ini, sebanyak 450 perpustakaan 
desa di 159 kabupaten di 32 provinsi di 
Indonesia masuk dalam program 
transformasi berbasis inklusi sosial. 

Perpustakaan tersebut nantinya akan dilengkapi 
sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk 
memberikan layanan yang dapat meningkatkan 
kualitas pemustakanya. 

Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI 
Muhammad Syarif Bando mengungkapkan 
melalui buku-buku ilmu terapan yang ada di 
perpustakaan, masyarakat pedesaan dibekali 
keterampilan yang bisa menjadi upaya awal untuk 
membangun wirausaha. Selain menggunakan 
buku, masyarakat juga didampingi dan dimotivasi 
oleh pustakawan dan tenaga profesional untuk 
memanfaatkan sumber daya yang ada di 
sekitarnya.

"Bagaimana meyakinkan bahwa kita harus mau 
berubah, mau bekerja keras untuk mau berubah, 
dengan buku-buku ilmu terapan yang bisa 
didapatkan.  Bagaimana kita dampingi, kita 
motivasi, sampai akhirnya dia bisa yakin bahwa 
saya sudah bisa jalan dengan segala keterbatasan," 
jelasnya dalam Sosialisasi Transformasi 
Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial 2021 dengan 
tema “Perpustakaan Bertransformasi, Solusi untuk 
Masyarakat Desa Berdaya di Masa Pandemi” yang 
diselenggarakan Perpusnas secara daring pada 
Senin (15/3/2021).

Syarif menegaskan, pembangunan sumber daya 
manusia terkait erat dengan literasi. Karenanya, 
peran negara sangat dibutuhkan untuk 
membangun infrastruktur agar orang membaca. 

Apalagi pada masa pandemi Covid-19, ekonomi 
menjadi kendala sosial masyarakat. Regulasi agar 
bahan bacaan merata ke seluruh Indonesia juga 
mesti diperhatikan.

Buku cetak dinilai masih dibutuhkan masyarakat 
pedesaan mengingat kondisi jaringan internet 
yang belum merata. Karenanya, dibutuhkan 
dukungan dari stakeholder agar memastikan 
buku cetak dengan konten ilmu terapan bisa terus 
diterbitkan dan didistribusikan untuk masyarakat 
pedesaan. "Standar UNESCO, target kita minimal 
tiga buku baru setiap orang setiap tahun, 
sehingga dibutuhkan kurang lebih 810 juta buku 
yang beredar di masyarakat," jelasnya.

Deputi Pengembangan Sumber Daya 
Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi 
menambahkan bahwa tujuan akhir dari program 
ini adalah meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. "Transformasi perpustakaan berbasis 
inklusi sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan 
terciptanya masyarakat yang sejahtera. Sekaligus 
meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan 
meningkatkan penggunanaan layanan oleh 
masyarakat sesuai dengan kebutuhan," ujarnya 

Perpustakaan Sebagai Ruang Pelatihan dan 
Pembelajaran

Deni Kurniadi menjelaskan bahwa strategi 
transformasi layanan perpustakaan berbasis 
inklusi sosial mendesain perpustakaan dan 
koleksinya untuk dimanfaatkan masyarakat 
seoptimal mungkin. Hal ini menjadikan 
perpustakaan sebagai ruang untuk berbagi 
pengetahuan, ruang untuk belajar kontekstual 

Salemba, Jakarta -- Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melalui program transformasi 
berbasis inklusi sosial merupakan upaya pemerintah dalam penguatan literasi di masyarakat 
dan pemerataan informasi untuk peningkatan kesejahteraan. Perpustakaan berbasis inklusi 

sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan 
potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan serta 

menawarkan kesempatan berusaha.
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dan perpustakaan sebagai ruang berlatih 
keterampilan kerja. Indikator yang diharapkan 
adalah peningkatan pelibatan masyarakat dalam 
kegiatan perpustakaan maupun peningkatan 
jumlah kemitraan perpustakaan dengan 
berbagai lembaga.

"Kami berharap melalui program transformasi 
berbasis inklusi sosial ini dapat menghasilkan 
dampak yang luar biasa di tengah masyarakat. 
Perpustakaan berperan bukan hanya 
mencerdaskan masyarakat tetapi juga 
mensejahterakan masyarakat baik di tingkat 
keluarga maupun masyarakat secara luas," 
harapnya.

Sementara itu, Team Leader Konsultan 
Pendamping Program, Erlyn Sulistyaningsih 
menyampaikan dalam masa pandemi Covid-19 
saat ini banyak hal yang terdampak terutama 
pada aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. 
Perpustakaan yang menjadi pusat literasi 
masyarakat harus bisa melakukan sesuatu untuk 
membantu masyarakat bangkit dari kesulitan.

"Literasi bukan hanya sebatas kemampuan 
mengenal huruf dan angka namun dimaknai 
lebih luas sebagai proses di mana kita 
dimampukan menerima informasi, mengolah, 
menganalisa dan mengaplikasikannya dalam 
hidup. Apalagi di masa pandemi perpustakaan 
harus mampu membangkitkan gairah 
perekonomian masyarakat," ujarnya.

Erlyn mencontohkan, seperti halnya di Provinsi 
Bali di mana sektor pariwisata yang menjadi 
sektor unggulan sangat dirasakan dampaknya 

pada masa pandemi saat ini. Banyak usaha usaha 
yang terkait sektor ini tutup sehingga PHK pun 
tidak terelakkan. Namun, ada seorang chef dari 
Bali bernama Made Suwardika yang mampu 
membangkitkan ekonomi keluarganya dengan 
membuka usaha bumbu dan ternak lele. 
Keberhasilannya ini tidak lepas dari peran 
perpustakaan.

"Karena di PHK, pak Made kemudian mencari 
bahan bacaan di perpustakaan sesuai dengan 
keahliannya. Dari sinilah muncul inspirasi untuk 
membuka usaha bumbu Bali," lanjutnya.

 Dalam penerapan transformasi perpustakaan 
berbasis inklusi sosial, lanjut Erlyn, perpustakaan 
desa dapat melakukan variasi kegiatan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat dan sumber daya 
yang mereka miliki.

"Pada pelaksanaan program transformasi 
berbasis inklusi sosial ini diperlukan dukungan 
dari pemerintah desa, kabupaten/kota dan 
provinsi. Selain itu juga komitmen perpustakaan 
harus siap memberikan layanan prima, agar 
tercapai tujuan mensejahterakan masyarakat," 
ungkapnya.

Dukungan Pemerintah Lokal

Ketua Tim Pakar Menteri Desa dan PDTT RI, 
Haryono Suyono mengatakan, untuk 
meyakinkan pemerintah desa bahwa keberadaan 
perpustakaan sangat dibutuhkan masyarakat, 
maka perpustakaan desa harus bekerja sama 
dengan pemerintah desa setempat.

"Harus meyakinkan dan membuktikan kepada 
pemerintah desa dan masyarakat bahwa 
perpustakaan desa membantu menyediakan 
bahan bacaan yang relevan dengan kehidupan 
sehari-hari. Masyarakat lebih membutuhkan 
informasi tepat guna, seperti bagaimana 
mengelola desa dengan beragam potensi yang 
mereka miliki," katanya.

Perpustakaan turut berperan memberdayakan 
ekonomi masyarakat untuk bangkit dalam masa 
pandemi Covid-19. Perpustakaan yang 
bertransformasi berbasis inklusi sosial menjadi 
pusat pemberdayaan bisa menjadi solusi dalam 
memberikan keterampilan kepada masyarakat, 
khususnya di desa.

Volume  XXVI 
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Saat ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 
dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) 
memberikan dukungan berupa regulasi yang 
terkait dengan perpustakaan daerah.

Literasi Sebagai Kompetensi Esensial

Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat dan 
Kebudayaan PPN/Bappenas Subandi Sardjoko 
menyatakan literasi merupakan komponen 
esensial dalam meningkatkan produktivitas dan 
daya saing bangsa pada revolusi industri 4.0. Pada 
era ini, terjadi transformasi digital yang 
membawa dampak pada perubahan kebutuhan 
pasar kerja. Berdasarkan sejumlah kajian 
disebutkan, sebanyak 60 persen pekerjaan di 
dunia akan diotomasikan dan 30 persen profesi 
digantikan oleh mesin canggih.

"Kecakapan literasi akan menjadi salah satu 
indikator penting bagi para pemberi kerja dalam 
merekrut pekerja. Pencari kerja dengan 
kecakapan literasi akan dengan mudah 
beradaptasi dan mampu mengadopsi baik itu 
alat, proses, prosedur, dan cara kerja baru," 
jelasnya.

Literasi memiliki kontribusi positif dalam 

menciptakan tenaga kerja terampil dan 
berkeahlian serta meningkatkan kemampuan 
berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan produktif. 
Karenanya, literasi memiliki peran yang sangat 
penting dalam pembangunan SDM yang 
berkualitas dan berdaya saing.

Subandi menambahkan, upaya pembangunan 
literasi membutuhkan keterlibatan 
kementerian/lembaga. Sinergi antarinstansi di 
tingkat pusat harus dilakukan agar bisa 
mewujudkan program prioritas nasional budaya 
literasi, inovasi, dan kreativitas. Untuk daerah, dia 
meminta pemerintah daerah melibatkan 
organisasi perangkat daerah (OPD) agar ikut 
bersinergi untuk membangun masyarakat.

Tahun ini, program transformasi perpustakaan 
berbasis inklusi sosial menyasar 159 kabupaten, 32 
provinsi, dan 1.250 desa. Sejak 2018, program ini 
terus mengalami perluasan ke berbagai 
perpustakaan desa. Pada 2020, transformasi 
perpustakaan mengalami perluasan ke 100 
kabupaten baru dan 500 perpustakaan desa baru 
yang mencakup 159 kabupaten di 32 provinsi.

Reporter: Hanna Meinita, Wara Merdeka

Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
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Webinar Satu Data digital Naskah Nusantara

Perpusnas Ajak Berbagai Pihak
Bersama Kelola Data Digital 
Naskah Nusantara

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Upaya menjaga kelestarian naskah-naskah nusantara bangsa Indonesia 
menjadi sangat penting dilakukan salah satunya melalui digitalisasi naskah. Namun sayangnya digitalisasi 
naskah masih dilakukan sendiri oleh berbagai pihak. Sebagai institusi penjaga peradaban, Perpustakaan 
Nasional sendiri telah melakukan berbagai upaya pelestarian dengan mendigitalisasi naskah nusantara, 
salin ulang, dan pembuatan mikrofilm. Melalui webinar bertema Satu Data Digital Naskah Nusantara yang 
diselenggarakan secara daring pada Kamis (4/2) Perpustakaan Nasional mengajak semua pihak dapat 
bekerja sama mengelola data digital naskah nusantara mulai dari lembaga, perguruan tinggi, hingga 
masyarakat.

Kepala Perpustakaan Nasional 
Muhammad Syarif Bando 
menjelaskan pentingnya naskah-
naskah nusantara sebagai bukti 

peradaban suatu bangsa. “Naskah nusantara 
memiliki arti penting sebagai bukti peradaban. 
Melalui naskah nusantara sebuah bangsa dapat 
membuktikan eksistensi dan posisinya di antara 
bangsa lainnya pada suatu zaman,” paparnya. 

Menurut Syarif melalui keberadaan naskah-
naskah ini banyak sekali bukti yang sebenarnya 
menunjukan bahwa Indonesia merupakan 
bangsa yang memiliki banyak kemajuan bahkan 
sebelum datangnya penjajah.Lebih lanjut Syarif 
menjelaskan harus ada komitmen yang 
dibangun untuk memastikan perpustakaan 
bukan hanya sebagai institusi penjaga 
peradaban. Melalui bukti-bukti sejarah yang 
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disimpan di perpustakaan bangsa Indonesia 
harus mampu menciptakan teori baru dan 
pendapat baru yang dapat menjadi bukti 
perjalanan kemajuan bangsa.
“Tentu harapan semua orang agar naskah-naskah 
tersebut dapat dibaca dan diketahui oleh 
masyarakat, sehingga semua bisa memahami 
sejarah panjang bangsa Indonesia,” imbuhnya.
Deputi Bidang Pengembahan Bahan Pustaka 
dan Jasa Informasi Ofy Sofyana mengungkapkan 
digitisasi naskah merupakan suatu revolusi dalam 
upaya perawatan dan pelestarian naskah. Dan 
perlu adanya sebuah payung bersama dalam 
pengelolaan naskah nusantara dan repositorinya.
“Melalui webinar ini kami berharap dapat 
menggandeng seluruh pihak yang terlibat dalam 
upaya pelestarian naskah untuk melakukan 
upaya ini secara bersama-sama,” harapnya.
Ofy juga berharap kegiatan webinar ini dapat 
bermanfaat bagi masyarakat dari berbagai 
kalangan agar dapat memahami pentingnya 
upaya yang dilakukan dalam mendigitisasi 
naskah nusantara. Juga menjaga semangat 
belajar masyarakat agar tidak pernah putus, 
terutama di tengah pandemi Covid-19 yang 
tengah melanda dan menjadi bagian sejarah 
bangsa Indonesia.

dokumen bahasa, dokumen sejarah, dan 
dokumen budaya  Naskah Nusantara

Dalam UU No. 43 Tahun 2007 tentang 
Perpustakaan, Pasal 1 Ayat 4, naskah kuno atau 
yang juga dikenal dengan manuskrip adalah 
semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau 
tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang 
berada di dalam negeri maupun di luar negeri 
yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima 
puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting 
bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu 
pengetahuan. Sedangkan kata “nusantara” 
apabila mengacu pada Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) Edisi V adalah sebutan (nama) 
bagi seluruh wilayah Kepulauan Indonesia. “Jadi 
yang dimaksud dengan naskah nusantara yaitu 
naskah yang ditulis oleh nenek moyang kita 
terutama yang ada di wilayah Indonesia,” ujar 
Ketua Umum Masyarakat Pernaskahan Nusantara 
(MANASSA), Munawar Holil, selaku pemateri 
pertama 
Ada tiga poin besar yang terkandung dalam 

naskah kuno yakni dokumen bahasa, dokumen 
sejarah, dan dokumen budaya. Dalam peta 
pemetaan bahasa yang dikeluarkan oleh Badan 
Pengembangan Bahasa dan Perbukuan pada 
tahun 2019, bahasa daerah di Indonesia tergolong 
menarik karena menurut catatan para linguis, di 
dunia ada sekitar enam ribu bahasa dan 
Indonesia memiliki kekayaan bahasa kedua 
terbesar setelah Papua Nugini yakni sebanyak 718 
bahasa daerah. Kekayaan bahasa ini berkaitan 
dengan persebaran naskah nusantara di mana 
berdasarkan Grand Design Perpustakaan 
Nasional (Perpusnas) tahun 2019, Bali menyimpan 
naskah nusantara terbesar dengan total 3.106 
sedangkan Sulawesi Utara hanya menyimpan 2 
naskah nusantara.
Pada umumnya naskah nusantara disimpan di 
lembaga penyimpanan seperti perpustakaan, 
museum, dan keraton namun sebenarnya ada 
lebih banyak naskah nusantara yang tersebar di 
perorangan. Untuk koleksi naskah nusantara 
yang ada di lembaga kondisinya sangat terawat, 
hal ini berbanding terbalik dengan koleksi yang 
ada di perorangan. “Banyaknya naskah yang tidak 
terawat ini ada kaitannya dengan kepedulian dan 
pengetahuan dari si penyimpan naskah karena 
selain kepedulian banyak faktor lain juga yang 
mempengaruhi seperti iklim, bencana alam, SDM, 
kebijakan/UU, persepsi atau pandangan terhadap 
naskah, dan asosiasi atau komunitas naskah,” 
ungkap Munawar.
Lebih lanjut, Kang Mumun sapaan akrab 
Munawar menjelaskan bahwa upaya 
penyelamatan informasi naskah nusantara telah 
mengalami perubahan meskipun proses 
penyalinan teks tetap dilakukan sampai saat ini. 
Mikrofilmisasi ada sejak tahun 1980 sampai 
sekitar tahun 1990 sedangkan digitisasi mulai 
dilakukan dari tahun 2000. Beberapa lembaga 
termasuk Perpusnas dan perorangan atau 
kelompok sudah melakukan proses 
digitisasinaskah nusantara, akan tetapi jumlahnya 
masih jauh dari total keseluruhan naskah 
nusantara yang ada di Indonesia.
“Kalau kita bandingkan rasio program digitisasi 
dengan jumlah naskah yang ada yakni 82.158, itu 
baru 10% naskah nusantara yang didigitasi, jadi 
masih banyak PR kita,” pungkas Kang Mumun.

Reporter: Basma Sartika, Eka Purniawati
Fotografer: Ahmad Kemal N.
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Butir Kegiatan Pustakawan 
Perlu Dirumuskan Ulang

Forum Diskusi Kepustakawanan

Jakarta—Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando menantang jajarannya dan 
pustakawan utama di lingkungan Perpusnas untuk merumuskan ulang butir-butir kegiatan 
jabatan fungsional pustakawan. Saat ini, menurut Syarif, pekerjaan yang dikerjakan pustakawan, 
baik tingkat terampil maupun ahli, tidak relevan dengan perkembangan zaman.

Syarif menilai, perpustakaan sebagai 
collection management  merupakan 
fungsi pada abad ke-19. Pustakawan 
Amerika Serikat, Melvil Dewey yang 

membuat Dewey Decimal Classification (DDC) 
sebagai pedoman pengklasifikasian koleksi 
perpustakaan. DDC menjadi pedoman yang 
banyak digunakan perpustakaan di dunia. Pada 
era terkini, fungsi perpustakaan tersebut dinilai 
kurang relevan. Perpustakaan modern adalah 

perpustakaan yang menjadi tempat transfer ilmu 
pengetahuan (knowledge transfer ).

“Mohon jabatan fungsional pustakawan dan 
angka kreditnya tidak dirumuskan pada konteks 
abad 18, mungkin kalau abad 19 iya, tapi tolong 
butir-butir kegiatan ini disesuaikan dengan ilmu 
perpustakaan knowledge  transfer yang saat ini 
relevan,” jelasnya saat menjadi pembicara utama 
dalam Forum Diskusi Kepustakawanan Sesi 1 yang 
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berlangsung secara virtual pada Rabu (3/2/2021).

Syarif menyatakan siap bertanggung jawab dan 
memimpin tim yang akan merombak ulang butir-
butir kegiatan pustakawan tersebut. “Karena 
masalahnya, butir-butir angka kredit ini banyak 
sekali yang tidak relevan. Karena banyak yang 
tidak diperlukan. Bahkan sekarang ada butir-butir 
kegiatan angka kredit untuk pustakawan utama 
tapi cocok untuk pustakawan penyelia,” urainya 
dalam forum yang dihadiri hampir seribu 
pustakawan dan pengelola perpustakaan 
tersebut.

Perpustakaan harus menjadi rumah masyarakat. 
Karenanya, dia mengajak para pustakawan di 
Indonesia, khususnya di Perpusnas, agar tidak 
hanya sibuk bekerja mengurus angka kredit. 

Perpustakaan harus hadir untuk mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Syarif menyebut peran 
penting perpustakaan ini bahkan dirasakan oleh 
sesama institusi pemerintah lainnya. “Bagi siapa 
pun yang telah diwisuda dan putus sekolah, 
perpustakaan adalah hal yang terakhir dan  
terpenting untuk menemukan solusi menghapus 
belenggu kemiskinan dan kebodohan. Makanya 
dua kali Menteri Sosial ke daerah pinggiran, kita 

diundang karena Ibu Menteri percaya hanya 
dengan sedikit keterampilan kita punya 
kemampuan untuk menciptakan karsa dan 
tercapai kesejahteraan,” ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Pustakawan Utama 
Perpusnas Dedi Junaedi menyatakan forum 
diskusi kepustakawanan menjadi tempat sesama 
pustakawan untuk berbagi pengalaman, 
pengetahuan, dan edukasi advokasi di bidang 
kepustakawanan. Rencananya, forum diskusi 
kembali diselenggarakan pada bulan depan.

"Mari kita sama-sama untuk menjadi contoh 
teladan, khususnya kita semua bisa memberikan 
inspirasi berbagi pengetahuan demi 
perpustakaan ke depan yang lebih maju lagi,” 
jelasnya.

Pada forum diskusi kepustakawanan seri 1, hadir 
sebagai narasumber Pustakawan Utama 
Perpusnas, Sri Sumekar dan Fathmi yang 
memaparkan hasil kajiannya.

Reporter: Hanna Meinita

Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
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Penilaian Penerapan Sistem Merit di Perpusnas oleh KASN

Peningkatan Sistem Merit 
di Perpusnas 

Perlu Pendampingan
Salemba, Jakarta – Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menjalani verifikasi dan evaluasi 
terhadap hasil penilaian mandiri dalam Penerapan Sistem Merit Manajemen ASN. Penilaian 
tersebut dilakukan langsung oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengetahui 

sejauh mana pelaksanaan sistem merit di lingkungan Perpusnas.

Asisten KASN 
Bidang 
Penerapan 
Sistem Merit 
Wilayah II, Agus 

Sudiyanto menyampaikan, dari 
hasil penilaian mandiri yang 
dilakukan Perpusnas nilai 

sementara sebesar 278,  
namun berdasarkan hasil 
verifikasi atas kesesuaian 
dokumen, serta data dukung 
dari setiap aspek dan sub 
aspek, nilai untuk penerapan 
sistem merit di Perpusnas 
sebesar 211,5 masuk dalam 

kategori kurang.

“Perpusnas masih 
membutuhkan nilai 38,5, 
untuk mencapai kategori baik. 
Dari hasil verifikasi kami 
dengan penilaian mandiri 
dijumpai adanya perbedaan di 
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15 aspek. Selain itu, kami 
sampaikan di 22 sub- 
aspek masih berada di 
bawah nilai 3,” 
ungkapnya saat 
Penyampaian Catatan 
dan Rekomendasi 
Penerapan Sistem Merit 
Tahun 2020, Kamis 
(18/2/2021) yang 
dilakukan secara daring.

Komisi Pengawasan 
Bidang Penerapan 
Sistem Merit Wilayah II 
Mustari Irawan, 
mengatakan dalam 
setiap penilaian verifikasi 
seringkali ada perbedaan hasil dengan penilaian 
mandiri yang sudah dilakukan oleh instansi 
pemerintah. “Oleh karena itu kami berupaya 
untuk melakukan pendampingan dan bersama-
sama untuk bisa mencapai titik pemahaman 
yang sama,” ujarnya.

Dari beberapa hasil yang disampaikan, lanjutnya, 
dari delapan aspek mulai dari perencanaan 
kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, 
promosi dan mutasi, manajemen kinerja, 
penggajian penghargaan dan disiplin, 
perlindungan dan pelayanan serta sistem 
informasi, masih ada beberapa yang perlu 
diperhatikan.

“Terutama terkait bukti data pendukung yang 
harus dilengkapi. Saya kira untuk tahun 2021 ini 
cukup waktunya dan bisa dilengkapi. Diharapkan 
progress yang sudah dilakukan bisa segera 
langsung di update ke SIPINTER (Sistem 
Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem 
Merit),” lanjutnya.

Dalam acara tersebut juga disampaikan beberapa 
catatan evaluasi dan rekomendasi perbaikan yang 
dapat dilakukan oleh Perpusnas. Salah satunya, 
talent pool dan rencana suksesi yang belum 
tersedia. “Kami harap Perpusnas bisa memulai 
pembangunan talent pool dan rencana suksesi 
yang disertai dasar hukum serta konsep yang 
jelas mengenai penerapan manajemen talenta,” 
terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Utama Perpusnas, Woro 
Titi Haryanti menyampaikan Perpustakaan 
Nasional berkomitmen untuk menerapkan sistem 
merit dalam manajemen ASN di lingkungan 
Perpustakaan Nasional, sebagaimana yang diatur 
dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang ASN.

“Dari hasil verifikasi ini ada beberapa yang masih 
harus diperbaiki. Kami optimis Perpusnas bisa 
mendapat kategori baik bahkan sangat baik. 
Maka dari itu, kami mohon adanya 
pendampingan dari KASN, agar dalam penerapan 
sistem merit ini bisa lebih baik lagi,” pintanya.

 Reportase: Wara Merdeka
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Human Centered dan 
Technology Based

Pengukuhan Pengurus Pusat Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia  2020-2023
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“Saya ingin forum ini tidak hanya sekedar berbagi 
jejaring tetapi ada pekerjaan berat yang harus 
dilakukan, keluarlah dari zona nyaman dan 
bekerja untuk negeri,” ujarnya.

Seperti halnya persoalan rendahnya literasi 
Indonesia yang seringkali didengungkan. 
Menurut Syarif Bando, perlu adanya perbaikan di 
sisi hulu untuk mengatasi persoalan tersebut. 
Salah satunya, memastikan tersedianya bahan 
bacaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Berhenti kita menghakimi masyarakat yang 
tidak suka membaca, tetapi apakah kita sudah 
menyediakan bahan bacaan yang dibutuhkan. 
Siapapun kita, mari dorong setiap orang untuk 
menulis buku yang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, perlu adanya regulasi yang 
memungkinkan buku yang berada di kota besar 
bisa sampai di wilayah Papua maupun Nusa 
Tenggara Timur, serta menyiapkan anggaran 
yang memastikan dapat menyiapkan bahan 
bacaan sesuai dengan standar UNESCO yakni 
minimal tiga buku tiap orang tiap tahunnya.

Syarif Bando menegaskan, tidak benar budaya 
baca Indonesia rendah, sebab bangsa Indonesia 
memiliki keturunan nenek moyang pembaca 
terbaik di dunia. Hal ini dibuktikan bahwa 
Indonesia memiliki lebih dari 50 aksara, misalnya 
aksara Batak, aksara Jawa dan aksara Bali.

"Dengan fakta yang ada kami mohon FPPTI 
untuk turut berperan, masa kepengurusan yang 
hanya tiga tahun jangan sebatas seremoni saja. 
Melainkan, bantu Perpusnas menyelesaikan 
persoalan ini di sisi hulu. Jika bicara rendahnya 
budaya baca, otomatis indeks literasi rendah, daya 
saing rendah, pendapatan per kapita rendah. Hal 
ini jangan diperdebatkan lagi,"lanjutnya

“Saya mengajak FPPTI untuk mendukung 
kebijakan Presiden Joko Widodo untuk 
mendukung kualitas SDM masyarakat Indonesia, 
jangan biarkan mereka hidup dalam kemiskinan 
dan kebodohan, salah satunya melalui knowledge 
transfer, serta menyiapkan banyak buku tentang 
ilmu terapan,” tutupnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala 
Perpustakaan Nasional menyampaikan, terima 
kasih kepada Ketua Umum Pengurus FPPTI 
Periode 2014-2020 serta Pengurus Pusat FPPTI 
periode 2014-2020 atas kerja kerasnya selama 
memimpin dan menjalankan roda organisasi 
sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, 
sehingga mampu membawa dampak positif bagi 
kemajuan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi 
Indonesia (FPPTI).

Reportase : Wara Merdeka

Fotografer : Eka Purniawati

Medan Merdeka Selatan, Jakarta – Perpustakaan Perguruan Tinggi diminta ikut berperan dalam 
meningkatkan literasi di Indonesia. Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif 
Bando menyatakan hal ini saat mengukuhkan Pengurus Pusat Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi 
Indonesia (FPPTI) periode 2020-2023. Dia berharap, forum perpustakaan perguruan tinggi tidak sekadar 
dijadikan wadah untuk berbagi jejaring, namun juga turut mengatasi masalah literasi Indonesia mulai dari 
hilir hingga hulu.
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Perpustakaan yang Memadai, 
Kunci Kemajuan Pendidikan

Jakarta—Perpustakaan yang terorganisir dengan baik dan sistematis akan memudahkan 
penggunanya dalam proses belajar mengajar. Karena fasilitas dan sarana prasarana pendidikan 
yang baik dan memadai merupakan salah satu kunci dalam kemajuan bidang pendidikan. Ini 
sesuai dengan peran perpustakaan sebagai pusat informasi, pusat inovasi, dan sumber belajar.

Webinar “Penguatan Budaya Literasi melalui Inovasi Layanan 
Perpustakaan Berbasis Digital untuk Mewujudkan SDM Unggul” 
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Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian 
(STIK) Irjen. Pol. Yazid Fanani 
menyatakan sebagai pusat informasi, 
perpustakaan menyediakan informasi 

yang diperlukan melalui koleksi buku baik dari 
dalam maupun luar negeri. Sebagai pusat inovasi, 
perpustakaan berkembang menjadi persemaian 
bagi bertumbuhnya gagasan dan ide kreatif 
untuk menciptakan karya yang bermanfaat bagi 
orang. Pada akhirnya, karya tersebut akan dibaca 
dan digunakan oleh orang lain.

"Sebagai sumber belajar merupakan upaya untuk 
memelihara dan meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas belajar mengajar bagi siswa dan para 
pendidik," jelasnya saat menjadi narasumber 
dalam webinar “Penguatan Budaya Literasi 
melalui Inovasi Layanan Perpustakaan Berbasis 
Digital untuk Mewujudkan SDM Unggul” yang 
diselenggarakan Perpustakaan Nasional 
(Perpusnas) RI pada Kamis (4/2/2021). Pada 
kesempatan tersebut, STIK juga meluncurkan 
perpustakaan digital e-library STIK.

Karenanya, menurut Yazid, pengembangan 
perpustakaan digital menjadi penting dan harus 
dilakukan. Perpustakaan digital yang selaras 
dengan perkembangan teknologi informasi akan 
memberi manfaat besar dibandingkan dengan 
perpustakaan konvensional. Menurutnya, ada 
empat kelebihan perpustakaan digital yakni 
hemat ruangan, bisa diakses ganda atau multiple, 
koleksinya bisa berbentuk multimedia, dan tidak 
dibatasi ruang dan waktu (selama terhubung 
dengan jaringan internet). Perpustakaan digital 
milik STIK ini tersedia tidak hanya untuk civitas 
academica STIK, tapi juga masyarakat umum.

"Harapan saya dengan adanya kemudahan-
kemudahan ini, pemberdayaan perpustakaan 
digital di STIK ini akan semakin membawa nilai-
nilai positif utamanya telah meningkatkan minat 
baca, dalam memudahkan memperoleh referensi 
pengetahuan, dan akhirnya akan membawa 
masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang 
semakin semakin semakin berwawasan untuk 
mewujudkan sumber daya manusia Polri yang 
semakin maju menuju Indonesia unggul," 
ujarnya.

Sementara itu, Komisioner Ombudsman RI 
Adrianus Meliala menjelaskan perpustakaan 
digital sangat bermanfaat untuk meningkatkan 
mutu akademik dan mutu administrasi 
akademik. Secara akademik, mahasiswa atau 
peneliti bisa menyitir bahan pustaka dari 
perpustakaan lain dan bisa mencari tahu topik 
penelitian yang paling mutakhir. “Meningkatkan 
mutu pengajaran di mana semua pengajar bisa 
mengakses kepustakaan mutakhir dan PTIK tidak 
hanya menjadi lembaga pencetak sarjana S1, S2, 
dan S3 bagi Polri, tapi juga bisa menjadi think 
tank bagi pembuatan kebijakan stratejik, bukan 
hanya bagi pimpinan Polri tapi juga pimpinan 
negara,” urai Guru Besar STIK tersebut.

Secara mutu administrasi akademik, 
perpustakaan digital akan memudahkan dalam 
mendeteksi plagiarisme, mudah dalam mendata 
kinerja peneliti, dan mudah mendata kinerja 
melalui aktivitas yang terekam dalam publikasi 
menyangkut lembaga atau individual. “Dan 
dengan adanya digitalisasi, STIK-PTIK berpeluang 
menambah jumlah program studi, Jadi ketika 
ingin menambah program studi, back office-nya 
juga lebih bagus dong. Dalam hal ini, digitalisasi 
perpustakaan adalah jalan keluar,” ujarnya.

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya 
Perpusnas Deni Kurniadi menyatakan pihaknya 
terus mendukung penguatan perpustakaan yang 
berbasis digital. Melalui program unggulan 
Perpusnas, transformasi perpustakaan berbasis 
inklusi sosial, perpustakaan provinsi, 
kabupaten/kota, dan desa di Indonesia menerima 
bantuan pendampingan dan pelatihan sehingga 
masyarakat bisa mendapatkan peningkatan 
ekonomi. Di sini, perpustakaan menjadi ruang 
berbagi pengalaman untuk mencari informasi, 
berbagi pengalaman, belajar sesuai dengan 
kebutuhan, dan berlatih keterampilan. Dukungan 
diberikan melalui bantuan sarana prasarana.

Reporter: Hanna Meinita

Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
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Kepala Perpusnas: 
Arsip Perpusnas 
Terkelola dengan Baik, 
Taat Undang-undang

Jakarta—Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando meminta jajarannya 
untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip. Dia menegaskan bahwa seluruh pihak harus 

bekerja keras dalam melakukan penciptaan, pengelolaan, dan penataan arsip. Karena ini 
merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
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Pada Sosialisasi Peraturan Perpustakaan Nasional 
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Arsip 
Dinamis yang diikuti seluruh pegawai Perpusnas, 
Syarif Bando menyatakan Perpusnas berhasil 
meningkatkan pengelolaan kearsipannya. Dalam 
kesempatan tersebut, diungkapkan bahwa 
Perpusnas mengalami kenaikan nilai 
pengawasan kearsipan yang diselenggarakan 
oleh Arsip Nasional RI. Syarif Bando 
mengapresiasi jajarannya yang berhasil 
meningkatkan nilai pengawasan hingga 
sembilan poin. Pada 2020, nilai pengawasan yang 
diraih Perpusnas mencapai 89,16 sementara pada 
2019 nilainya 80,40.

"Karena itu saya bersama seluruh jajaran staf 
telah menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada Kepala ANRI dan jajaran pengawasan dari 
sana, yang terus menjalin kerja sama dengan kita. 
Ini penting kita lakukan dalam memastikan asas 
ketaatan kita kepada regulasi-regulasi yang 
berlaku yaitu Undang-undang 43 tahun 2009 
tentang Kearsipan," ujarnya dalam kegiatan yang 
diselenggarakan secara daring tersebut pada 
Kamis (14/1/2021).

Pada tahun ini, Syarif Bando mendorong 
jajarannya agar memperbaiki pengelolaan 
birokrasi. Penekanan diberikan khususnya 
kepada pimpinan tinggi madya yang diminta 
agar meningkatkan kinerja. Dia menjelaskan ada 
beberapa parameter kepemimpinan yakni 
mampu memberikan penugasan yang jelas dan 
tegas kepada jajarannya, mampu menghitung 
waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 
tugas tersebut, mampu menghitung 
dan menyiapkan anggaran untuk 
penyelesaian tugas, dan mampu 
mereviu kecepatan dan ketepatan 
jajarannya dalam menyelesaikan 
tugas.

"Karena itu kecepatan dan ketepatan 
harus seiring, bagaimana 
menanamkan rasa disiplin tepat 
waktu, bagaimana ketepatan 
pekerjaannya dan tantangannya 
karena kita semua diberikan tugas 
untuk berkembang. Bagaimana 
membangun kreativitas, bagaimana 
kreativitas yang dibangun bisa 

diterima oleh semua komunitas sehingga bisa 
menciptakan tim yang bagus," urainya.

Sementara itu, Kepala Biro SDM dan Umum 
Ahmad Masykuri menyatakan arsip dinamis 
merupakan arsip yang digunakan secara 
langsung dan disimpan dalam jangka waktu 
tertentu. Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan 
untuk menjamin ketersediaan arsip dalam 
penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan 
akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah. 
Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis 
yang efektif dan efisien, pencipta arsip harus 
membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, 
jadwal retensi arsip (RTA), dan sistem klasifikasi 
keamanan dan akses arsip. “Pengelola arsip 
dinamis terdiri dari unit kearsipan (subbagian tata 
usaha) dan unit pengolah yang merupakan unit 
kerja,” jelasnya.

Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan 
Humas Sri Marganingsih mengungkapkan 
Peraturan Perpusnas Nomor 9 Tahun 2020 
disusun berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 3 
UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
yang mengamanatkan pengelolaan arsip dinamis 
pada lembaga negara, pemerintahan daerah, 
perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik 
negara dan/atau badan usaha milik daerah 
dilaksanakan dalam suatu sistem kearsipan 
nasional.

Reporter: Hanna Meinita

Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
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PENINGKATAN ASISTENSI PENGGUNAAN 
LAYANAN  INFORMASI GUNA PERCEPATAN 
INTEGRASI ANGGOTA JDIH

PERPUSNAS TERUS KEMBANGKAN 
PENDOKUMENTASIAN HUKUM  BIDANG 
PERPUSTAKAAN  DI LAMAN WEB JDIH

Cawang, Jakarta - Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang 
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum 
dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta mengadakan kegiatan Peningkatan Asistensi 
Penggunaan Layanan Informasi guna percepatan integrasi anggota Jaringan Dokumentasi 
dan Informasi Hukum (JDIH). Kegiatan ini berlangsung di Aula Lantai 4 Gedung Pelayanan 

Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Selasa (2/3/2021). 
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Hadir sebagai narasumber yakni Kepala 
Pusat Bibliografi dan Pengolahan 
Perpustakaan Nasional (Perpusnas), 

Suharyanto, mewakili Sekretaris Utama 
Perpusnas, Woro Titi Haryanti, menyampaikan 
bahwa salah satu Program Prioritas yang terdapat 
pada Prioritas Nasional ke-4 Revolusi Mental dan 
Pembangunan Kebudayaan adalah 
Meningkatkan Budaya Literasi, Inovasi dan 
Kreativitas.

“Untuk merealisasikannya, layanan literasi 
berbasis inklusi sosial dalam upaya 
meningkatkan kemampuan literasi masyarakat 
untuk meningkatkan kualitas hidup dan 
kesejahteraan harus dikembangkan,” ucap 
Suharyanto.

Lebih lanjut, Suharyanto mengatakan 
perpustakaan berkontribusi besar dalam 
membangun masyarakat berpengetahuan 
melalui ikhtiar kolektif untuk menumbuhkan 
tradisi dan budaya baca di dalam masyarakat. 
“Perpustakaan berperan menciptakan SDM 
unggul, profesional, kreatif, inovatif, dan 
bertanggung jawab. Karena perpustakaan 
merupakan pusat ilmu pengetahuan, pusat 
pemberdayaan masyarakat, dan pusat 
kebudayaan,” jelasnya.

Dokumentasi adalah suatu proses pengumpulan, 
pengolahan, pemilihan, dan juga penyimpanan 
informasi yang memberikan atau 
mengumpulkan bukti terkait keterangan, seperti 
kutipan, gambar, sobekan 
koran, dan bahan referensi 
lainnya. Fungsi dari 
dokumentasi yang ada di 
laman web JDIH antara 
lain untuk menyediakan 
informasi terkait isi 
dokumen, alat bukti dan 
data akurat terkait 
keterangan dokumen, 
melindungi dan 
menyimpan fisik dari isi 
dokumen tersebut, 
menghindari adanya 
kerusakan dokumen, 
meningkatkan jumlah 
koleksi negara, dan 

menjamin keutuhan serta keotentikan informasi 
maupun data yang tercangkup di dalam 
dokumen.

Jenis dokumen dalam JDIH meliputi abstrak 
yang merupakan uraian singkat materi peraturan, 
dokumen peraturan berisikan produk hukum 
berbentuk peraturan perundang-undangan, 
buku/monograf bidang hukum, artikel tentang 
gagasan/fakta yang dipublikasi, dan 
yurisprudensi atau putusan pengadilan.

Laman web JDIH yang dibangun harus 
terhubung dengan koleksi perpustakaan di 
kementerian/lembaga masing-masing untuk 
menarik metadatanya. Perpusnas saat ini sedang 
melakukan pengembangan dokumen hukum 
(buku hukum) bidang perpustakaan dengan 
menerapkan sebuah bentuk interaksi antar 
aplikasi menggunakan protokol yang disetujui 
bersama melalui jalur informasi dan komunikasi 
(interoperabilitas) penarikan data pada metadata 
INLISLite dan e-Deposit serta aplikasi 
penghimpunan konten web.

JDIH Perpusnas dikelola oleh Biro Hukum, 
Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan 
Masyarakat serta dapat diakses pada laman 
jdih.perpusnas.go.id.

Reporter: Basma Sartika

Fotografer: Ardiansyah Al Ghani
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Penguatan Literasi 
Demi Perpustakaan 

Madrasah  yang 
Terinterkoneksi

Seminar Peningkatan 
Kompetensi Pustakawan dan 
Laboran Kementerian Agama

Bogor, Jawa Barat -- Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah 
Kementerian Agama RI mengadakan seminar Peningkatan Kompetensi 
Pustakawan dan Laboran yang diikuti oleh tiga puluh Pustakawan 
Madrasah MI, MTs dan MA bertempat di Hotel Permata, Bogor (3/3/2021).
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Dalam kegiatan ini, Direktorat Guru 
dan Tenaga Kependidikan 
Madrasah menggandeng Kepala 
Perpustakaan Nasional RI, 
Muhammad Syarif Bando sebagai 

narasumber.

 “Perpustakaan merupakan rumah mahasiswa, 
pelajar, dan masyarakat untuk melakukan inovasi, 
untuk berubah ke arah yang lebih baik. 
Perpustakaan merupakan tempat para penulis, 
peneliti, dan siapa saja untuk membangun 
peradaban bangsa,” tutur Syarif Bando.

Diingatkan juga mengenai Pustakawan di abad 
ke-18 yang sebatas menata buku, di abad ke-19 
yang sebatas menderetkan buku berdasar 
klasifikasi buku. Lantas bagaimana peran 
pustakawan di abad sekarang? “Harus apa 
pustakawan? Knowledge Transfer, baca semua 
buku di perpustakaan, sampaikan ke seluruh 
masyarakat Indonesia secara digital”, jelasnya.

Syarif Bando mencontohkan, bahwa tidak ada 
teknologi canggih tercipta setiap waktu, kecuali 
diawali oleh orang yang berilmu pengetahuan 
dengan membaca atas bimbingan pustakawan. 
Selalu ada pustakawan di balik orang hebat di 
dunia.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa literasi adalah 
kedalaman pengetahuan seseorang terhadap 
sesuatu subyek ilmu pengetahuan. Literasi 
diartikan sebagai perbedaan jika dilihat dari sisi 

hilir dan sisi hulu.

“Sisi hilir diartikan sebagai Indonesia yang 
mendapatkan penghakiman dunia selama 50 
tahun tentang rendahnya budaya baca, 
rendahnya daya saing global, rendahnya indeks 
pembangunan manusia, rendahnya inovasi dan 
lain sebagainya. Dilihat dari sisi hulu, apa yang 
dilakukan oleh pemangku kepentingan untuk 
menyebarkan informasi kepada masyarakat”, 
tambahnya.

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan 
Madrasah yang turut hadir, Muhammad Zain, 
menyampaikan apresiasi atas gerakan 
Perpustakaan Nasional RI sehingga Perpustakaan 
Nasional RI selalu dirindukan oleh masyarakat. 
Sebuah harapan disampaikan oleh Zein. 
“Harapan saya mudah-mudahan sesuai judul, 
gagasan perpustakaan madrasah interkoneksi 
bisa dibukukan dan bisa menjadi pedoman di 
Kementerian Agama. Dan cepat mengakselerasi 
kegiatan – kegiatan dan program – program di 
Kementerian Agama,” tutupnya.

Reportase: Anastasia Lina

Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
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Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi

 di Perpustakaan Nasional 
Semakin Baik

Exit Meeting Evaluasi RB dan SAKIP: 

Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) senantiasa berusaha untuk 
menerapkan seluruh ketentuan dan rekomendasi yang pernah dikeluarkan oleh 

MenpanRB. Pada saat yang bersamaan, fokus dalam pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi (RB) di lingkungan Perpusnas adalah memperbaiki pelayanan kepada 

masyarakat dengan mengacu pada semua pedoman yang dikeluarkan 
Ombudsman. Adapun yang menjadi acuan pokok paling filosofis dan fundamental 

dari tim RB di lingkungan Perpusnas yakni klaim atau perilaku masyarakat terhadap 
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Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif 
Bando, saat membuka Exit Meeting 
Evaluasi RB dan SAKIP yang 
dilakukan secara virtual dengan Tim 

KemenpanRB, Kamis (21/1/2021) mengatakan 
bahwa peran perpustakaan dalam situasi 
pandemi Covid-19 semakin terasa. Fasilitas 
layanan digital Indonesia OneSearch (IOS) yang 
sudah dibangun hampir sepuluh tahun telah 
berhasil menempatkan Perpusnas sebagai 
perpustakaan terbaik dunia dalam layanan jurnal 
ilmiah. “Kemudahan dalam mengakses jurnal 
ilmiah ini sudah dirasakan oleh kurang lebih 
sekitar 6,5 juta mahasiswa yang ada di Indonesia,” 
ungkapnya.

Tugas pokok Perpusnas sebagaimana tertuang 
pada UU No. 43 Tahun 2007 tentang 
Perpustakaan meliputi pembinaan terhadap 
semua jenis perpustakaan yang ada di Indonesia. 
Selain itu Syarif Bando juga melaporkan bahwa 
saat ini seluruh provinsi di Indonesia sudah 
memiliki kelembagaan berupa dinas 
perpustakaan. Namun, masih ada sekitar 14 
kabupaten/kota yang belum memiliki 
kelembagaan perpustakaan, hal ini disebabkan 
oleh dua faktor yakni kabupaten/kota tersebut 
masuk dalam daerah pemekaran baru dan 
jumlah penduduk yang sangat sedikit sehingga 
SDM untuk membangun kelembagaan tersebut 
sangat terbatas.

Syarif Bando juga mengakui masih banyak hal 
yang harus dibenahi oleh Perpusnas namun tak 
lupa dia menegaskan bahwa komitmen 
Perpusnas untuk terus meningkatkan kualitas 
pelayanan kepada masyarakat selalu dilakukan 
dengan sebaik-baiknya. “Untuk tahun 2021 ini, 
kami merancang Perpusnas menjadi satu tempat 
kuliah umum bagi siapa saja dengan 
memfasilitasi minimal 10.000 peserta dan 
mengundang semua profesional untuk 
menyampaikan ilmunya,” jelasnya.

Asisten Deputi Wilayah III, Ahmad Hasmy, 

memberikan apresiasi atas informasi terbaru 
terkait perkembangan Perpusnas. “Kami 
mengapresiasi semua bentuk progress baik yang 
dilakukan Perpusnas untuk perbaikan Indonesia,” 
tuturnya. Hasmy juga menekankan bahwa 
sejatinya tugas untuk memetakan seluruh 
perpustakaan di Indonesia merupakan pekerjaan 
rumah milik bersama.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan RB 
berjalan di setiap instansi pemerintah, ada prinsip 
penilaian yang dipakai pada proses evaluasi yang 
sudah dilakukan di antaranya Tim KemenpanRB 
mendorong adanya perbaikan, melakukan 
pengawasan untuk melihat kemungkinan 
adanya ruang atau area yang masih perlu 
ditingkatkan, melakukan pemotretan terhadap 
kemajuan RB, dan melakukan pembuktian 
stakeholder. “Kami sebagai salah satu yang 
memberikan predikat penilaian juga melakukan 
survei baik internal maupun eksternal dalam hal 
ini stakeholder Perpusnas untuk mencocokkan 
apakah yang sudah dilakukan telah sesuai 
dengan apresiasi publik yang diterima,” beber 
Hasmy.

Dari hasil Exit Meeting Evaluasi RB dan SAKIP 
yang disampaikan oleh Hasmy diketahui bahwa 
Perpusnas sudah mengikuti dengan baik 
berbagai arahan dari kebijakan yang ada, antara 
lain membentuk road map agen perubahan, 
melakukan identifikasi berbagai perundang-
undangan yang telah dikukuhkan terkait dengan 
pengelolaan Perpusnas, laman JDIH yang sudah 
cukup lengkap sehingga memudahkan 
pencarian, membuat pengaturan terkait dengan 
pemberian reward dan punishment sebagai 
pelayan publik, memperluas kerja sama dengan 
pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Kendati 
demikian, dari semua upaya yang telah dilakukan 
masih terdapat beberapa perbaikan yang harus 
diperhatikan dan ditindaklanjuti agar 
pelaksanaan RB di lingkungan Perpusnas dapat 
terus meningkat ke arah yg lebih baik.
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Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2021

Integritas Penguatan Sisi 
Hulu dan Hilir Budaya Literasi 
dalam Pemulihan Ekonomi 
dan Reformasi Struktural

Medan Merdeka Selatan, Jakarta --Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI sebagai lembaga pemerintah 
non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan bertanggung 
jawab untuk mengadakan pembinaan teknis penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia. Ini merupakan 
sebuah bentuk upaya dalam mewujudkan salah satu agenda pembangunan dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yakni revolusi mental dan pembangunan 
kebudayaan. Perpusnas menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 
Tahun 2021 pada tanggal 22-23 Maret 2021.
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Rakornas Bidang Perpustakaan 
Tahun 2021 mengangkat tema 
”Integritas Penguatan Sisi Hulu dan 
Hilir Budaya Literasi dalam 
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi 

Struktural”. Dalam sambutannya, Kepala 
Perpusnas menyatakan penguatan hulu budaya 
literasi di antaranya pengembangan perbukuan 
dan penguatan konten literasi, sementara hilir 
budaya literasi adalah kegemaran membaca 

serta peningkatan akses dan kualitas layanan 
perpustakaan berbasis inklusi sosial. “Literasi 
adalah kunci untuk berdaya saing. Perpustakaan 
hari ini adalah tempat untuk knowledge transfer . 
Maka dari itu, sudah menjadi tugas kita untuk 

memastikan sisi hulu berperan optimal dan 
berfungsi baik terutama dalam pemenuhan 
bahan bacaan bagi seluruh masyarakat 
Indonesia,” ungkap Syarif Bando.
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Lahirnya Masyarakat Berpengetahuan 
(Knowledge Society)

Tidak bisa melepaskan literasi di antara dua 
agenda strategis, yakni kebudayaan dan sumber 
daya manusia. Ketersinggungan nyata antara 
literasi, pendidikan, dan kebudayaan melahirkan 
masyarakat berpengetahuan (knowledge 
society). Kondisi ini diyakini akan meningkatkan 
produktivitas. Dan pendidikan adalah mula 
bagaimana mengubah arah kehidupan.

“Dengan membangun pendidikan yang baik 
literasi dapat meningkat. Sebaliknya dengan 
literasi yang rendah justru bisa dipastikan akan 
menimbulkan konsekuensi lain yang lebih 
memakan biaya dan menyita waktu. Maka, 
penting membekali anak dengan keterampilan 
baca, khususnya di rentang usia 8-10 tahun,” ujar 
Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan 
Kementerian Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Bappenas Amich Alhumami pada 
Rakornas Bidang Perpustakaan 2021, Selasa, 
(23/3).

Lebih jauh Amich menjabarkan konsekuensi 
yang dirasakan ketika literasi rendah, (1) biaya 
pendidikan lebih mahal, (2) tidak produktif ketika 
memasuki dunia kerja, (3) pendapatan rendah 
yang berimbas pada kesejahteraan, (4) ongkos 
kesehatan menjadi mahal, dan (5) angka 
kriminalitas meningkat.

“Perlu perbaikan serius untuk mengatasi 
disparitas yang mencakup aspek ekonomi, 
pendidikan, teknologi, riset ilmiah, dan vokasi. 
Dengan kata lain, Indonesia masih perlu 
melakukan upaya peningkatan kapasitas dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan melalui 
berbagai strategi, program, dan kegiatan yang 
tepat,” pungkas Amich.

Perpustakaan Bisa Mengubah Hidup 
Seseorang

Menteri Sosial Tri Rismaharani menyatakan di 
era digital, perpustakaan dimudahkan untuk 
berkontribusi besar dalam membangun 
masyarakat berpengetahuan (knowledge 

society) melalui ikhtiar kolektif, untuk 
menumbuhkan tradisi dan budaya baca di 
dalam masyarakat.

"Perpustakaan adalah tempat ilmu pengetahuan 
bagi siapa pun. Saya masih percaya 
perpustakaan bisa mengubah hidup seseorang, 
karena buku adalah salah satu sahabat terdekat 
saya," ujar Risma pada kegiatan Rapat Koordinasi 
Nasional Bidang Perpustakaan 2021 yang digelar 
secara virtual, pada Senin (22/3/2021).

Diakui dengan membaca, semua imajinasi akan 
dirangsang untuk bisa membayangkan sesuatu 
yang bahkan di luar dari buku itu sendiri. Maka 
harus yakin dan percaya diri bahwa dengan 
membaca akan melahirkan anak-anak yang 
kreatif dan inovatif. "Untuk itu mari bersama-
sama dorong anak-anak kita agar bisa 
berprestasi melalui buku-buku yang mereka 
baca," terangnya.

Maka perlu adanya transformasi layanan 
perpustakaan dan paradigma perpustakaan 
harus diubah. Dari semula dianggap sebagai 
gudang buku, kini hendaklah bertransformasi 
menjadi perpustakaan yang dapat 
memberdayakan masyarakat dengan 
pendekatan teknologi informasi.

Perpustakaan harus bisa bertransformasi 
sehingga memiliki peran signifikan dalam 
meningkatkan kemampuan masyarakat dalam 
hal partisipasi, life skill, layanan inklusi untuk 
meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin 
menjadi lebih baik menuju kesejahteraan.

Strategi Pembangunan Perpustakaan di Jawa 
Tengah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam 
pemaparan materinya menekankan, pemerintah 
daerah terus mendorong lahirnya kesadaran 
membaca dan budaya literasi, melalui Undang-
undang No. 43 Tahun 2007 pasal 8, yang sudah 
mengatur mengenai kewajiban Pemerintah 
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kewajiban itu di antaranya menjamin 
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penyelenggaraan dan pengembangan 
perpustakaan di daerah, menjamin ketersediaan 
layanan perpustakaan secara merata, menjamin 
kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan 
perpustakaan, memfasilitasi penyelenggaraan 
perpustakaan di daerah dan mengembangkan 
perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan 
daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan 
tentang kekayaan budaya daerah.

“Maka, Provinsi Jawa Tengah menaruh beberapa 
prioritas yakni pembangunan manusia melalui 
pengurangan kemiskinan dan peningkatan 
pelayanan dasar, pemerataan layanan 
perpustakaan berbasis inklusi sosial, pemerataan 
layanan pendidikan berkualitas, penguatan 
literasi untuk kesejahteraan, Jateng literasi 
informasi terapan dan inklusif, juga 
pendampingan masyarakat untuk literasi 
informasi,” jelasnya pada Senin (22/3/2021).

Ganjar menjelaskan Pemprov Jawa Tengah juga 
giat dalam gerakan revolusi mental, untuk 
membangun jiwa merdeka menuju bangsa 
Indonesia yang besar, sesuai Instruksi Presiden 
(Inpres) Nomor 12 tahun 2016 tentang gerakan 
nasional revolusi mental. Di dalamnya terdapat 
beberapa pikiran pokok untuk membangun jiwa 
yang merdeka, mengubah cara pandang, pikiran, 
sikap dan perilaku agar berorientasi pada 
kemajuan dan hal-hal yang modern.

Ia melihat bahwa perpustakaan hari ini memang 
sudah wajib tampil secara modern, karena 
kemajuan perpustakaan berbasis teknologi 
informasi dan komunikasi dengan 
pengembangan perpustakaan merupakan 
tuntutan masyarakat sekaligus kebutuhan zaman.

Menurutnya, secara umum, potret perpustakaan 
digital terkini ada pada titik belum adanya konsep 
rancang bangunan perpustakaan digital. 
Termasuk tingkat kemudahan dalam konsep 
aksesbilitas, juga manajemen dan kebijakan 
perpustakaan digital.

ASN Sebagai Agen Literasi

Literasi adalah kemampuan individu untuk 

menggunakan segenap potensi dan kecakapan 
yang dimiliki dalam hidupnya, lebih dari sekadar 
kemampuan baca tulis. Dengan kata lain, 
seseorang yang literat, harus mampu beradaptasi 
terhadap perubahan, mampu memecahkan 
masalah, mampu berinovasi dan berkreasi untuk 
menjadi lebih mandiri dan sejahtera baik untuk 
dirinya sendiri, masyarakat, dan negara. Hal ini tak 
terkecuali dilakukan oleh aparatur sipil negara 
(ASN) seperti yang disampaikan oleh Menteri 
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi, Tjahjo Kumolo.

Pada kesempatan ini, Tjahjo Kumolo 
menjabarkan beberapa manfaat peningkatan 
literasi bagi ASN, antara lain peningkatan 
pengetahuan diri sendiri dan membaginya 
kepada masyarakat tentang berbagai hal baru 
dan cara baru dalam bekerja dengan berusaha 
untuk mendapatkan hasil lebih optimal dan 
bermanfaat.

ASN juga bisa membantu menumbuhkan dan 
mengembangkan budi pekerti, empati dan 
toleransi dalam berinteraksi sosial, meningkatkan 
nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan lebih 
produktif dan positif, juga menjadi motor dalam 
menumbuhkan dan mengembangkan budaya 
literasi di tengah-tengah masyarakat secara luas 
dan mempercepat menciptakan masyarakat yang 
literat. "Bisa membantu meningkatkan kualitas 
penggunaan berbagai sumber daya, sehingga 
lebih bermanfaat dengan merujuk pada sumber-
sumber yang dapat dipercaya," jelasnya.

Peran ASN sebagai agen literasi ini dapat 
dijalankan sesuai fungsinya. Pada bidang 
kelembagaan, perpustakaan bisa berfungsi 
sebagai wahana pendidikan, penelitian, 
pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk 
meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan 
bangsa.

Reportase: Tim Humas Perpustakaan Nasional 
RI
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 Kepala Perpusnas Tekankan 
Solusi Permasalahan Kegemaran 

Membaca dan Indeks Literasi 
Terletak pada Sisi Hulu

RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI X DPR RI

khusus

Jakarta – Komisi X DPR RI mengapresiasi kinerja Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dengan 
serapan anggaran pada tahun 2020 yang mencapai 96,62 persen di atas daya serap nasional 95 
persen. Meski belum mencapai target awal yang ditentukan yakni 97,62 persen. “Target tersebut 
tidak tercapai karena adanya penghapusan eselon 3 dan 4 sehingga anggaran untuk tunjungan 
dan gaji tidak dapat dioptimalkan,” papar Kepala Perpustakaan Naisonal, Muhammad Syarif 
Bando dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar secara virtual, Senin (25/1/2021).
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endahnya tingkat kegemaran Rmembaca dan indeks literasi yang juga 
masih rendah, menjadi permasalahan 
yang masih dihadapi. Syarif Bando 

mengatakan bahwa permasalahan tersebut harus 
dilihat dari sisi hulu.

“Di tahun 2021, fokus kita tidak lagi terus 
menghakimi masyarakat yang rendah kegemaran 
membacanya, namun dilihat dari sisi hulu 
bagaimana peran pemerintah agar masyarakat 
menyiapkan bahan bacaan sesuai standar 
UNESCO yakni minimal tiga buku baru tiap orang 
tiap tahunnya,” jelasnya. 

Selain itu, regulasi agar buku yang banyak terbit 
di kota besar bisa tersebar ke seluruh pelosok 
Indonesia dan anggaran untuk memastikan 
adanya buku baru di masyarakat juga harus 
disiapkan.

“Untuk itu kami berharap adanya dukungan 
penuh dari anggota komisi X. Tahun ini kami 
menargetkan target nilai kegemaran membaca 
masyarakat sebesar 59,3 persen dan indeks 
pembangunan literasi masyarakat meningkat 
menjadi 12,” ungkap Syarif Bando.

Menanggapi hal tersebut, anggota Fraksi PDI 
Perjungan, Esti Wijayati mengapresiasi 
penyerapan anggaran APBN Perpustakaan 
Nasional yang sudah di atas rata-rata nasional. 
Namun, pihaknya prihatin Komisi X belum dapat 
menaikkan anggaran yang signifikan untuk 
Perpustakaan Nasional. Apalagi saat ini indeks 
literasi dan minat baca masyarakat masih cukup 
rendah.

“Jangan lagi menempatkan masyarakat tidak 
mau membaca, tetapi bagaimana masyarakat 
bisa tumbuh minat bacanya. Jumlah buku yang 
ada masih kurang, serta tenaga perpustakaan 
saat ini masih terbatas,” terangnya.

Esti menambahkan, Perpusnas dapat menyusun 
road map pengembangan perpustakaan sebagai 
upaya untuk meningkatkan literasi dan numerasi 
serta alokasi anggaran Perpusnas pada tahun 
mendatang. “Alokasi anggaran untuk Perpusnas 
perlu adanya pemahaman yang serius dan 
peningkatan yang signifikan,” imbuhnya.

Terkait peningkatan anggaran, Anggota Fraksi 
Gerindra Nuroji optimis Perpusnas bisa 
meningkatkan anggaran yang selama ini masih 
stagnan asalkan Perpusnas memiliki program 
yang berkualitas dan dapat dipertanggung 
jawabkan.

“Saya yakin Perpusnas bisa, karena sebelumnya 
Perpusnas pernah mengalami anggaran stagnan 
seperti saat ini. Berdasarkan pengalaman di tahun 
2009-2014, dengan dorongan Komisi X DPR RI 
dan semangat teman-teman dari Perpusnas, 
anggaran dapat meningkat dengan signifikan,” 
ungkapnya.

Pada kesempatan lainnya, Komisi X DPR RI 
mendorong Perpusnas untuk bersinergi dengan 
kementerian lain guna meningkatkan literasi 
Indonesia. Hal ini terungkap dalam RDP antara 
Komisi X DPR RI dengan jajaran Perpusnas, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud), Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri), serta Kementerian 
Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang 
diselenggarakan secara virtual pada Selasa 
(2/2/2021). RDP ini diadakan untuk membahas 
upaya peningkatan literasi dan dukungan dari 
kementerian/lembaga sesuai fungsi dan tugas 
masing-masing.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih 
memberikan sejumlah catatan untuk Perpusnas 
dan kementerian/lembaga (K/L) lainnya terkait 
program literasi yang sudah dimiliki masing-
masing instansi, sehingga program dan 
anggarannya tepat sasaran.

Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini 
menjelaskan peningkatan literasi harus dapat 
diukur. Karenanya, Perpusnas bersama dengan 
kementerian lainnya didorong agar membuat 
indikator capaian literasi yang terintegrasi.

Selain itu, Perpusnas dan K/L lainnya juga diminta 
untuk menyusun peta kebutuhan bahan pustaka 
dan skema akselerasi pengadaan serta 
pendistribusian bahan pustaka ke perpustakaan 
di daerah. “Kementerian/lembaga yang belum 
melakukan kerja sama dengan Perpusnas RI 
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untuk segera melakukan kerja sama dalam 
bentuk MoU untuk peningkatan literasi di 
daerah,” tuturnya.

Lebih lanjut, Perpusnas didorong meningkatkan 
koordinasi dengan pemerintah daerah. “Dalam 
upaya meningkatkan literasi dan 
memberdayakan komunitas-komunitas literasi 
di daerah,” jelasnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina 
Wilujeng Pramestuti, program literasi di 
Indonesia sudah baik, namun dinilai belum bisa 
mencapai yang dibutuhkan. Menurutnya, 
kegemaran membaca bisa dipicu melalui 
keteladanan. Dia mengusulkan agar pegawai 
negeri sipil didorong menjadi teladan dengan 
membaca minimal tiga buku setiap tahun, di 
luar buku bacaan wajib sesuai tugasnya.

Hal ini diamini legislator dari Fraksi PKB Acep 
Adang Ruhiat. Dia menekankan agar budaya 
baca tidak hanya difokuskan kepada pelajar dan 
mahasiswa, tetapi juga guru dan dosen.

Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI 
Adrianus Asia Sidot meminta perhatian dari 
Perpusnas agar memperhatikan perpustakaan 
di daerah perbatasan Kalimantan Barat. Kondisi 
perpustakaan di daerah tersebut dinilai 
memprihatinkan. “Terkait dengan literasi, 
ketersediaan buku-buku di perpustakaan, saya 
menyarankan lebih baik buku teks. Karena kalau 
buku digital, persoalannya adalah jaringan 
internet,” urainya.

Dalam RDP tersebut, Komisi X DPR RI 
mengusulkan adanya hari membaca nasional 
yang dilaksanakan oleh semua instansi, baik di 
pusat maupun daerah. Karenanya, K/L yang 
hadir ditekankan agar menindaklanjuti masukan 
yang disampaikan anggota Komisi X DPR RI 
guna meningkatkan program dan kegiatan 
literasinya agar dampaknya bisa dirasakan 
masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas 
Muhammad Syarif Bando menjelaskan pihaknya 
akan meningkatkan kerja sama dan 
berkoordinasi dengan K/L lainnya untuk 
mendukung program literasi. Dia menekankan, 
persoalan literasi di Indonesia merupakan tugas 

bersama. Karenanya, kondisi ini harus dilihat 
secara komprehensif mulai dari hulu hingga hilir. 
Menurutnya, budaya baca dan indeks literasi 
yang rendah, merupakan fakta yang sudah ada. 
“Ini adalah sisi hilir yang akan berdampak ke 
banyak aspek yakni rendahnya daya saing, 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inovasi, 
pendapatan per kapita, hingga indeks 
kebahagiaan. Itu semua adalah fakta dan harus 
diselesaikan oleh kita semua,” ujarnya.

Untuk itu, Syarif menilai pada sisi hulu, sejumlah 
hal harus diperkuat agar literasi meningkat. 
Pihaknya mengidentifikasi sejumlah kondisi 
yakni penguatan peran pemerintah, peran 
pengarang/penulis agar menulis buku sesuai 
kebutuhan masyarakat, peran penerbit untuk 
menyiapkan buku, peran penerjemah/penyadur 
untuk mengalihbahasakan buku, regulasi 
distribusi bahan bacaan, hingga peningkatan 
anggaran belanja buku.

“Bagaimana kita melihat realita di masyarakat. 
Kalau kita hari ini bicara tentang program, apa 
yang kami lihat di persoalan di lapangan, 
faktanya memang gak ada buku yang tersebar 
di masyarakat. Bahkan di sekolah-sekolah dasar 
itu di daerah terpencil, sangat terbatas bahan 
bacaan yang tersedia. Kalau kita bicara di daerah 
3T, saya kira di atas 70 persen membutuhkan 
buku-buku cetak,” pungkasnya.

Dalam laporannya, Syarif memaparkan Kajian 
Indeks Kegemaran Membaca yang dilakukan 
Perpusnas pada 2020 adalah 55,74 (sedang). 
Kajian yang dilakukan atas 10.200 responden di 
34 provinsi tersebut mengukur frekuensi 
membaca, durasi membaca, dan jumlah buku 
yang dibaca.

Akan tetapi dalam RDP antara Perpusnas 
dengan Komisi X DPR RI yang diadakan secara 
hybrid di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta, 
Senin (29/3/2021), Komisi X DPR RI 
menyayangkan adanya penghematan anggaran 
belanja Perpusnas pada 2021 sebesar 
Rp7.316.287.000, mengingat tugas berat 
Perpusnas dalam meningkatkan literasi 
masyarakat Indonesia. Perpusnas mengalami 
penghematan belanja sebesar 1,08 persen dari 
pagu awal sebesar Rp675.539.800.000.
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Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian 
dalam RDP tersebut menyampaikan 
penghematan anggaran ini berdasarkan surat 
Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/20210 
tanggal 12 Januari 2021 perihal Refocusing dan 
Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.

"Sebenarnya kami tidak setuju adanya 
pemotongan anggaran ini, maunya penambahan 
anggaran. Kami berharap meski ada 
penghematan namun capaian target prioritas 
nasional dan program prioritas Perpusnas tetap 
bisa berjalan," tuturnya.

Legislator Fraksi Golkar ini mengatakan dalam 
rangka mengejar ketertinggalan pendidikan di 
masa pandemi ini perpustakaan menjadi andalan 
supaya bisa menjadi wahana pendidikan alternatif 
selain sekolah.

"Memang tugas berat walaupun anggaran 
dikurangi tetapi tuntutannya ditingkatkan.  Jadi 
Perpusnas bukan saja harus adaptif terhadap 
perkembangan teknologi dan informasi tetapi 
juga antisipatif untuk menyiapkan SDM dan 
kelembagaan yang makin mapan," jelasnya.

Seperti di RDP sebelumnya, Perpusnas kembali 
diminta untuk membuat road map 
pengembangan perpustakaan termasuk 
pemenuhan koleksi pustaka, SDM, gedung 
layanan dan bekerja sama dengan 
kementerian/lembaga terkait untuk 
meningkatkan literasi dan numerasi serta alokasi 
anggaran Perpusnas pada tahun mendatang.

Senada juga disampaikan, anggota Komisi X DPR 
RI Putra Nababan yang cukup menyayangkan 
dan prihatin dengan pemotongan anggaran 
belanja Perpusnas. Padahal kinerja yang 
dilakukan Perpusnas sampai saat ini luar biasa, 
hal ini terlihat dari penghargaan yang diterima 
oleh Perpusnas dalam capaian kinerja anggaran 
K/L TA 2020 dengan perolehan nilai kinerja 
anggaran sebesar 95,88 (sangat baik), dengan 
urutan 9 dari 42 untuk K/L dengan Kategori Pagu 
Kecil serta meraih predikat Zona Hijau dari 
Ombudsman.

"Hal ini membuktikan bahwa Perpusnas dengan 
anggaran terbatas tetapi punya kemampuan 
mengelola anggaran dengan prudent," 

ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas 
Muhammad Syarif Bando menegaskan bahwa 
pemotongan anggaran ini tidak mempengaruhi 
kinerja dan target program perpustakaan dan 
literasi. Kembali dia menegaskan pentingnya 
pembenahan sisi hulu dalam menangani 
persoalan literasi.

“Negara harus hadir untuk menangani 
permasalahan literasi ini. Baik itu, eksekutif, 
legislatif, yudikatif, dan TNI/Polri. Selain itu, peran 
akademisi perguruan tinggi, penulis, penerbit, 
hingga regulasi distribusi bahan bacaan untuk 
memperkecil ketimbangan antar wilayah,” 
jelasnya.

Syarif Bando meminta dukungan legislator agar 
Perpusnas dapat mengembangkan digitalisasi di 
seluruh provinsi. Mengingat, pada saat pandemi 
ini hanya 44 persen peserta didik Indonesia yang 
terkoneksi digital.

“Setelah kami dari beberapa wilayah seperti 
Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah semua 
keluhannya hampir sama. Buat apa Perpusnas 
memimpin top open access jurnal ilmiah 
internasional kalau hanya bisa melayani wilayah 
Jabodetabek saja. Sehingga kami menginginkan 
adanya mirroring data di semua provinsi,” 
terangnya.

Dari RDP kali ini dapat ditarik kesimpulan, Komisi 
X DPR RI meminta Perpusnas untuk 
mengoptimalkan strategi layanan perpustakaan 
berbasis inklusi sosial yang berpihak pada 
penyandang disabilitas dengan mendesain 
layanan perpustakaan dan memperkaya 
koleksinya untuk dimanfaatkan masyarakat 
melalui  ruang berbagi pengalaman dan ruang 
berlatih keterampilan kerja.

“Kami harap ada sinergi program perpustakaan 
desa antar kementerian dan lembaga antara lain 
Kemendikbud RI, Kemendes PDTT, 
Kemenkominfo RI, dan Kemendagri RI dalam 
transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial,” 
tutup Hetifah.
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MANFAAT KARTU VIRTUAL 
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

Atis Taufik Abdul Rahman, S.I.Pust.
Pustakawan Ahli Muda Perpustakaan Nasional RI

Undang-undang Nomor 43 Tahun 
2007 tentang Perpustakaan 
menyebut perpustakaan merupakan 
wahana pelestarian kekayaan budaya 

bangsa. Perpustakaan juga sebagai wahana 
belajar sepanjang hayat, mengembangkan 
potensi masyarakat agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab dalam 
mendukung penyelenggaraan pendidikan 
nasional. Undang-undang tersebut juga 
menyebutkan bahwa dalam rangka 
meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, 
perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca 
melalui pengembangan dan pendayagunaan 

perpustakaan sebagai pusat sumber belajar 
masyarakat.

UU Perpustakaan pada pasal 4 menyebut bahwa 
perpustakaan bertujuan memberikan layanan 
kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran 
membaca, serta memperluas wawasan dan 
pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Pasal 5 menjelaskan bahwa masyarakat 
mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 
layanan serta memanfaatkan dan 
mendayagunakan fasilitas perpustakaan. 
Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi atau 
terbelakang sebagai akibat faktor geografis 
berhak memperoleh layanan perpustakaan 
secara khusus. Pada pasal 7 juga disebutkan 
kewajiban pemerintah, antara lain menjamin 
ketersediaan layanan perpustakaan secara 
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merata di tanah air dan menggalakkan promosi 
gemar membaca serta memanfaatkan 
perpustakaan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Pusat Jasa 
Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah 
Nusantara memberikan layanan kepada para 
pengguna atau pemustaka.

Keanggotaan
Keanggotaan dalam sebuah perpustakaan 
berfungsi untuk pencatatan dan pendaftaran 
pemustaka sebagai syarat menerima layanan dan 
juga sebagai tanda bukti sah menjadi anggota 
perpustakaan dengan diberikannya sebuah kartu 
anggota. Kartu perpustakaan dapat berupa kartu 
secara fisik dan nonfisik (biasa disebut  kartu 
virtual atau elektronik). Kendalanya, kartu dalam 
bentuk fisik sering kali hilang atau rusak. Apalagi 
penggantian kartu fisik dengan yang baru 
membutuhkan proses dan waktu. Namun dengan 
adanya kartu virtual, hal seperti ini tidak akan 
terjadi lagi karena kartu ada dalam sistem yang 
mudah diakses.

Menurut Sutarno N.S (2003: 98-99), kegunaan 
pendaftaran anggota adalah: 

1) Mengetahui jati diri peminjam, 
memperlihatkan tanggung jawab untuk 
mengamankan milik perpustakaan dan 
melindungi hak pembaca yang lain, yang 
memungkinkan ingin mempergunakan 
dengan baik.

2) Mengukur daya guna perpustakaan bagi 
mereka yang dilayaninya. 

3) Mengukur kedudukan sosialnya dengan jalan 
mengetahui jumlah buku yang dipinjam oleh 
para pembaca. 

4) Mengetahui golongan peminjaman untuk 
mengetahui pula kebutuhan mereka, selera 
yang sesuai dapat dipergunakan sebagai data 
perbandingan dengan perpustakaan lain.

5) Sebagai data dan alat untuk penyebaran 
informasi dan juga sarana komunikasi antara 
perpustakaan dan para penggunanya.

Keterbukaan informasi dalam segala bidang 
merupakan tuntutan zaman, begitu pun pada 
dunia perpustakaan. Keterbukaan informasi 
merupakan suatu keniscayaan yang harus 
diberikan kepada pemustaka sebagai pengguna 
informasi.

Untuk menjawab tuntutan zaman dan 
keterbukaan informasi kepada para pemustaka 
serta meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI 
meluncurkan kartu keanggotaan virtual berbasis 
Android pada 5 Februari 2021. Saat ini, kartu 
anggota virtual berbasis Android masih dalam 
tahap uji coba.

Kartu ini memiliki fungsi yang sama dengan kartu 
fisik. Keuntungan penggunaan kartu anggota 
virtual berbasis Android adalah dapat melihat 
layanan online Perpusnas (web Perpusnas, e-
Resources, OneSearch, ISBN, iPusnas, dan 
Khastara). Pemustaka juga dapat mengetahui 
statistik kunjungan ke perpustakaan, riwayat 
pemanfaatan layanan, poin sirkulasi, transaksi 
pemesanan/peminjaman koleksi online, dan 
perpanjangan peminjaman koleksi secara online.

Pemustaka dapat menggunakan kartu anggota 
virtual berbasis Android dengan mengunduh 
aplikasi pada laman keanggotaan.perpusnas.go.id 
dan pilih  “unduh APK di sini”. Pemustaka yang 
sudah terdaftar menjadi anggota perpustakaan 
dapat langsung memasukkan nomor anggota dan 
password (kata sandi).

Pemustaka yang belum menjadi anggota 
perpustakaan harus mendaftar lebih dahulu 
dengan memilih tombol “daftar”. Setelah itu, 
mengisi data keanggotaan pada formulir yang 
telah disediakan. Kemudian, aplikasi kartu vitual 
dapat diunduh di aplikasi Play Store.

Syarat pendaftaran yang harus dipenuhi untuk 
menjadi anggota Perpusnas adalah sebagai 
berikut: 

1. Siswa (SD, SMP, SLTA), mahasiswa, dan umum. 
Warga Negara Indonesia (WNI/WNA), 
berdomisili di dalam maupun luar negeri.

2. Mengisi formulir pendaftaran yang telah 
disediakan di ruang keanggotaan Lt. 2  
Perpustakaan Nasional RI, Jl. Medan Merdeka 
Selatan No.11, Jakarta.

3. Menunjukkan tanda pengenal asli dan masih 
berlaku: 

i. WNI: Kartu Tanda Penduduk atau KK bagi 
yang belum mempunyai KTP 

ii. WNA: Kitas

4. Mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap 
dan benar.
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5. Mencantumkan nomor telepon dan 
alamat e-mail yang dapat dihubungi.

6. Kartu anggota dapat digunakan untuk 
Layanan Terbuka Perpustakaan Nasional RI, Jl. 
Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta.

Setiap anggota berhak mendapatkan dan 
memanfaatkan fasilitas layanan jasa 
perpustakaan dan informasi berupa:

1. Sarana penelusuran (kartu katalog maupun 
OPAC).

2. Sarana ruang baca (buku, majalah, surat 
kabar, AV, dan koleksi langka).

3. Pemesanan koleksi sebanyak 3 (tiga) judul 
khusus untuk buka setiap kali permintaan.

4. Pembuatan reproduksi koleksi baik dalam 
bentuk foto kopi, rekaman, bentuk mikro 
maupun digital (untuk jasa ini dikenakan 
biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku).

5. Mengikuti seleksi dan kompetisi dalam 
pemilihan pengunjung Perpusnas terbaik 
(diselenggarakan untuk memperingati Hari 
Kunjung Perpustakaan dan Budaya Baca 
setiap tanggal 14 September).

6. Mengikuti bimbingan dan penyuluhan 
tentang Perpusnas.

Kartu Virtual
Kartu anggota virtual berbasis Android memiliki 
banyak fitur. Fitur yang tersedia sebagai berikut:

a. Beranda

 Menu Beranda menampilkan informasi nama 
pemustaka, poin pemustaka, riwayat 

pemustaka (kunjungan ke gedung layanan, 
layanan baca di tempat, layanan pinjam bawa 
pulang, layanan fotokopi), dan menu 
pencarian koleksi. Pada tampilan menu 
Beranda terdapat juga layanan online yang 

ada di Perpusnas seperti portal web 
Perpusnas, e-Resources, OneSearch, ISBN, 
iPusnas, dan Khastara. Dengan adanya menu 
ini, pemustaka dapat mengetahui statistik 
dan aktivitasnya selama berada di 
perpustakaan. 

b. Transaksi

 Pada menu Transaksi terdapat dua submenu 
yaitu pesanan koleksi dan koleksi dipinjam. 
Submenu pesanan koleksi merupakan daftar 
koleksi dipesan oleh pemustaka yang belum 
diproses oleh petugas layanan perpustakaan, 
sedangkan submenu koleksi dipinjam 
merupakan daftar koleksi yang sudah 
dipinjam oleh pemustaka, yang nantinya 
pemustaka dapat mengetahui sisa masa 
pinjam atau jumlah hari keterlambatan 
peminjaman. Pada menu ini juga pemustaka 
dapat memperpanjang peminjamannya 
selama satu kali masa peminjaman dengan 
cara mengklik tombol “Perpanjang” pada 
koleksi yang akan diperpanjang masa 
pinjamnya.

c. Kartu Anggota

 Kartu Anggota virtual secara fisik hampir 
sama dengan kartu fisik yang tercetak. 
Pembedanya, kartu virtual memiliki QR code, 
sedangkan kartu tercetak tidak memiliki QR 
code. Kartu Anggota memiliki dua submenu 
yaitu QR code dan barcode yang apabila di-
scan akan menghasilkan data atau profil 
pemustaka. QR code dan barcode dipisahkan 
dan dapat dipilih secara khusus jika akses 
kartu virtual menemui kendala. 

d. Riwayat

Menu Riwayat menampilkan aktivitas 
pemustaka dalam memanfaatkan layanan 
perpustakaan. Menu Riwayat memiliki 
beberapa submenu yaitu menu peminjaman 
baca di tempat (koleksi tertutup), 
internet/wifi, dan penggunaan fasilitas 
fotokopi.

e. Akun

Pada menu Akun terdapat profil anggota, 
ubah kata sandi, panduan, kebijakan layanan. 
Di sini, pemustaka dapat melihat nomor 
anggota, nama lengkap, kota domisili, email, 
tempat tanggal lahir, alamat status anggota. 
Pada menu ini pula pemustaka dapat 
mengubah kata sandi. Pemustaka yang 
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membutuhkan petunjuk atau panduan 
penggunaan kartu virtual secara rinci dan 
mendetail, dapat menggunakan submenu 
panduan. Pemustaka juga dapat mengetahui 
kebijakan layanan melalui submenu akun ini. 

Di samping segala kelebihan dan manfaatnya, 
keberadaan kartu anggota virtual berbasis 
Android ini memiliki kekurangan, di antaranya:

1. Sistem masih terbatas pada Android, belum 
pada iOS.

2. Diperlukan barcode reader dan QR code 

reader untuk membaca barcode dan QR 
code-nya.

3. Sistem aplikasi kartu anggota belum bisa 
dijadikan pintu masuk ke segala aplikasi 
yang dimiliki perpustakaan, walaupun sudah 
disediakan tautannya pada aplikasi ini. 
Sebagai contoh, ketika kita akan mengakses 
e-Resources dari tautan yang tertera pada 
kartu virtual, kita tidak dapat langsung 
mengakses e-Resources karena harus login 
terlebih dahulu. Padahal jika sistem ini sudah 
terintegrasi secara keseluruhan, kita dapat 
mengakses ke mana pun secara satu pintu 
lewat kartu virtual.

Usulan

Harapan ke depan dari adanya kartu anggota 
virtual berbasis Android ini adalah: 

1. Seluruh pemustaka dapat menggunakan 
kartu virtual sehingga kartu anggota secara 
manual akan tergantikan dengan maksimal. 

2. Perangkat layanan pada kelompok-
kelompok layanan Perpusnas dipersiapkan 
untuk pencatatan statistik kunjungan.

3. Aplikasi kartu anggota virtual dapat 
dijalankan pada perangkat berbasis iOS.

4. Sistem aplikasi kartu anggota virtual dapat 
diterapkan di perpustakaan lain.

5. Sistem aplikasi kartu anggota virtual dapat 
dijadikan pintu masuk ke semua aplikasi 
yang ada di perpustakaan.

Kesimpulan

Dengan segala kelebihan dan manfaat serta 
keterbatasan yang didapatkan pemustaka, maka 
tidak ada salahnya para pemustaka yang sudah 
terdaftar dan akan mendaftar jadi anggota 
Perpusnas, menggunakan kartu anggota virtual 
berbasis Android. Sejak diluncurkan pada 5 
Februari 2021, sebanyak 838 orang pemustaka 
telah menggunakan dan memanfaatkan kartu 
anggota virtual berbasis Android. Pemustaka 
yang sudah memiliki kartu anggota virtual dapat 
memanfaatkan layanan, tanpa harus khawatir 
ketinggalan membawa kartu fisik ketika 
berkunjung ke perpustakaan, karena kartu 
anggota virtual sudah ada di gawai. Selain itu, 
pemustaka dapat selalu memantau segala 
aktivitasnya di perpustakaan. 

Daftar  Pustaka

https://keanggotaan.perpusnas.go.id/daftarpetu
njuk.aspx diakses 02 Februari 2022

Panduan penggunaan aplikasi keanggotaan 
perpusnas berbasis android. (2021) 
Keanggotaan virtual perpusnas Version 1.0.3.

Sutarno NS. (2003). Perpustakaan dan 
masyarakat. Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia
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Preservasi untuk 
Pelestarian Dokumen Negeri

Leni Sudiarti

Pustakawan Ahli muda Perpustakaan Nasional RI

a ropini

Kondisi pandemi saat ini memaksa 
masyarakat untuk tetap berada di 
dalam rumah saja. Tentunya hal ini 
membatasi berbagai mobilitas 

masyarakat, termasuk pergerakan menuju 
perpustakaan, toko buku, ataupun ke tempat 
sumber bacaan lainnya.

Secara perlahan namun pasti, sedikit demi 
sedikit kebiasaan membaca masyarakat 
mengalami perubahan. Yang awalnya banyak 
menggunakan sumber bacaan, sumber literatur 
dalam bentuk fisik (buku, majalah, peta, gambar, 
dan sebagainya), kini mengarah ke bentuk 
digital, alih media, e-book atau bentuk online 
lainnya. Apalagi kegiatan belajar mengajar 
negeri ini juga mendadak berubah bentuk ke 
kegiatan daring.

Di samping itu semua, gerakan paperless juga 
semakin marak digaungkan. Demi 
menyelamatkan hutan Indonesia, penggunaan 
kertas semakin diminimalisasi. Wajarlah banyak 
penerbitan koran, tabloid, dan majalah versi 
cetak yang kolaps, gulung tikar. Masyarakat lebih 
memilih versi online. Hal itu mungkin juga 
disebabkan alasan kepraktisan dan 
keekonomisan (harga berlangganan koran dan 
majalah versi online terhitung jauh lebih murah 
dibandingkan versi cetaknya). Dengan harga 
berlangganan yang lebih murah atau sama 
dengan harga versi cetak, masyarakat 
dimanjakan dengan keleluasaan mengakses 
berbagai sumber bacaan dan sumber informasi.

Akan tetapi, bagaimanapun hebatnya 
pergerakan ke arah digital, keberadaan sumber 

Volume  XXVI 
No. 1 2021 



38

bacaan ataupun dokumen-dokumen penting 
lainnya dalam bentuk fisik tetap dibutuhkan, 
apalagi dokumen yang sudah berusia “lanjut” dan 
memuat isi yang penting. Surat-surat tanah, 
surat-surat perjanjian, peta-peta kuno, buku-buku 
langka, naskah-naskah kuno, majalah-majalah 
lama, dan sebagainya, yang keberadaannya 
masih ada, tentu menjadi bagian yang mesti 
dipertahankan kondisinya, baik isi maupun 
fisiknya. Apalagi kalau kandungan isinya begitu 
penting dan berharga.

Sebagian dokumen penting yang beredar 
tersebut memang sudah dialihmediakan 
sehingga kemungkinan besar bisa diakses dalam 
bentuk lainnya (digital). Karena itulah, bentuk asli 
fisiknya bisa lebih terlindungi. Namun, agaknya 
lebih banyak lagi yang belum dibuatkan bentuk 
digital atau versi online-nya. Banyak hal yang 
menyebabkan kondisi tersebut terjadi. Belum 
adanya kesempatan, tidak ada atau terbatasnya 
akses ataupun fasilitas, atau bahkan belum 
adanya izin dari sang empunya untuk 
dialihmediakan, dapat menjadi penyebabnya.

Dokumen penting yang sudah berumur, sejalan 
dengan waktu, terancam kondisi fisiknya menjadi 
lebih buruk. Kehancuran mengancam. Jika 
hancur sebelum dialihmediakan, maka 
kandungan isinya yang berharga juga akan 
lenyap. Berbagai faktor bisa memengaruhi 
degradasi dokumen penting tersebut: umur 
dokumen, kondisi lingkungan, faktor manusia, 
bencana alam, faktor biota, dan sebagainya.

Ada begitu banyak alasan mengapa dokumen 
penting perlu dilestarikan kondisi fisiknya, selain 
tentunya untuk melestarikan kandungan isinya. 
Bisa karena dokumen tersebut merupakan bukti 
autentik suatu sejarah, misalnya Naskah Babad 
Diponegoro yang menceritakan mengenai 
perjuangan Pangeran Diponegoro pada masa 
pengasingannya, majalah dan koran yang terbit 
saat detik-detik kemerdekaan RI, ataupun media 
massa yang terbit saat pemuda-pemudi 
Indonesia mengucapkan Sumpah Pemuda.

Contoh bukti sejarah lainnya yaitu dokumen 
penting negara, seperti bukti-bukti tanda tangan 
asli para peserta Konferensi Asia-Afrika. Ada juga 

dokumen penting keluarga tokoh penting negeri 
ini, seperti koleksi perpustakaan milik mantan 
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Ada pula 
yang berupa surat berharga, seperti surat-surat 
pertanahan dari lembaga pertanahan di 
Nanggroe Aceh Darussalam, pasca-tsunami 
tahun 2006.

Selain karena pentingnya kandungan isi 
dokumen tersebut, banyaknya orang yang 
membutuhkan atau mencari juga menjadi 
pertimbangan pelestarian fisik maupun 
kontennya. Faktor kelangkaan ketersediaan 
bentuk fisiknya di luaran juga jadi bahan 
pertimbangan tindakan tersebut.

Perpustakaan Nasional melalui Pusat Preservasi 
dan Alih Media Bahan Perpustakaan sesuai 
dengan tupoksinya melakukan penyelamatan 
konten dan fisik dokumen penting tersebut 
dengan berbagai treatment preservasi. Bahan 
perpustakaan ataupun dokumen penting milik 
negara tersebut berdasarkan skala prioritas akan 
dilakukan pelestariannya. Kandungan isi akan 
dialihmediakan, sementara kondisi fisik akan 
dirawat dan diperbaiki oleh staf di unit konservasi.

Yang menjadi prioritas utama pelestarian adalah 
milik Perpusnas RI sendiri, yang sesungguhnya 
merupakan koleksi berharga milik negeri ini. 
Setelah itu, sekali lagi berdasarkan skala prioritas, 
barulah dokumen-dokumen penting dari instansi 
atau lembaga atau bahkan milik masyarakat 
lainnya di negeri ini dilakukan pelestarian.

Tak mudah untuk melakukan pelestarian fisik 
bagi dokumen-dokumen tersebut. Apalagi 
terhadap dokumen yang sudah begitu uzur. 
Diperlukan kesabaran, ketelitian, ketelatenan 
yang tinggi di sini. Namun, perlahan tapi pasti 
aktivitas tersebut tetap dilakukan oleh staf 
Perpusnas RI khususnya di bidang konservasi dan 
pusat preservasi pada umumnya. Semua itu 
adalah untuk melestarikan warisan negeri ini, 
agar tetap bisa disaksikan dan dimanfaatkan 
keberadaannya oleh generasi yang akan datang. 
Itulah persembahan untuk masa depan negeri 
oleh Pusat Preservasi dan Alih Media, Perpusnas 
RI. 
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Perpustakaan Diharapkan
Menjadi Tulang Punggung 
Masyarakat

PILM Kab. Dairi

Sidikalang, Sumatera Utara—Perpustakaan 
diharapkan bisa menjadi tulang punggung 
masyarakat. Karenanya, perpustakaan harus 
menjadi tempat yang menyenangkan sehingga 
selalu dirindukan masyarakat. Bupati Dairi Eddy 
Keleng Ate Berutu menyatakan perpustakaan 
memiliki fungsi lengkap sebagai tempat 
menemukan solusi, oase, tempat berbagi 
pendapat, dan mendapat ilmu serta pengalaman 
dari lingkungan sekitar. Untuk itu, budaya baca 
akan terus dibangun.

Eddy Keleng menyebut ada tiga unsur yang 

dibutuhkan untuk membangun budaya baca 
yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. “Pemkab 
Dairi berupaya membangun budaya baca. Kalau 
membangun budaya baca tanpa pengetahuan, 
maka kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. 
Maka budaya baca itu mutlak harus kita 
kembangkan,” jelasnya dalam gelar wicara 
Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat yang 
diselenggarakan Perpustakaan Nasional 
(Perpusnas) RI di Balai Budaya Sidikalang, Dairi, 
Sumatera Utara, pada Selasa (23/2/2021).

Menurutnya, era digital menggeser cara 
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mendapatkan ilmu pengetahuan. Dulu, 
masyarakat harus datang ke suatu tempat untuk 
mendapatkan ilmu pengetahuan. Namun kini, 
ilmu pengetahuan yang mendatangi masyarakat. 
Karenanya, perpustakaan juga harus berubah 
agar tetap relevan. “lmu pengetahuan bisa 
dikirim pada seluruh warga, tergantung kepada 
minatnya. Itulah era digital. Sekarang 
pengetahuan harus diupayakan menarik, 
entertaining, dan perpustakaan harus menjadi 
pusat kebudayaan, pusat kegiatan masyarakat, 
pusat rekreasi,” urainya.

Perpustakaan harus bisa dijangkau seluruh 
lapisan masyarakat. Untuk itu, dia berharap 
dukungan dari Perpusnas dan Komisi X DPR RI 
demi mewujudkan hal tersebut. “Itulah kami 
tidak henti-hentinya berdiskusi untuk 
mendapatkan dukungan agar masyarakat kita di 
desa, di dusun, betul-betul berdaulat untuk 
mendapatkan semua ilmu pengetahuan yang 
ada di seluruh dunia, di tangannya,” ungkapnya.

Kepala Perpusnas Muhammad 
Syarif Bando menjelaskan 

pihaknya terus berupaya 
meningkatkan minat baca 
kepada seluruh lapisan 
masyarakat, terutama generasi 
milenial. Dia menegaskan, 
perkembangan teknologi 
informasi yang terlihat pada 
tingginya kepemilikan gawai 

dan akses ke media sosial, 
tidak bisa dibenturkan 

dengan rendahnya 
minat baca. Untuk 
itu, Perpusnas 
mengembangkan 
aplikasi yang bisa 
diakses secara 
digital oleh 
masyarakat yakni 
iPusnas, e-
Resources, dan 

Khastara.

“Ada tiga aplikasi yang 
kami bangun untuk 
memastikan pilihan 
untuk generasi 

milenial. Mereka boleh saja baca buku digital. 
Karena kita tidak bisa menarik handphone dari 
tangan mereka, karena memang jumlah 
penduduk Indonesia itu 269 juta, jumlah 
handphone kurang lebih 400 juta, artinya rata-
rata satu orang itu pegang dua handphone,” 
jelasnya.

Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin 
menyatakan untuk meningkatkan indeks literasi, 
perpustakaan harus didukung oleh sistem 
pendidikan. Dia mendorong sinergi antara 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
dengan Perpusnas, agar menghasilkan kinerja 
maksimal. “Nah ketersediaan dan minat baca, 
China lebih sedikit jumlah perpustakaannya, 
tetapi nilai kompetensi membacanya peringkat 
atas di dunia. Kenapa? Karena pendidikannya 
mendukung perpustakaan,” jelasnya.

Selain itu, dia mengusulkan kepada Eddy Keleng 
agar mengubah sistem pendidikan di wilayah 
Dairi. Untuk meningkatkan minat baca, dia 
meminta agar para kepala sekolah memberikan 
pekerjaan rumah menghapal kepada para siswa. 
Dengan menghapal, diyakini para siswa otomatis 
akan “dipaksa” untuk membaca. Jika dilakukan 
secara terus menerus, siswa akan hobi membaca.

Legislator dari daerah pemilihan Sumatera II ini 
mengaku terus mendorong kenaikan anggaran 
Perpusnas di DPR RI. Anggaran saat ini dinilai 
tidak mengakomodir luasnya wilayah Indonesia 
dan banyaknya jumlah penduduk. “Nah ini, kita 
sama-sama akan menghadapi Kementerian 
Keuangan dan Bappenas untuk meyakinkan 
mereka bahwa dengan anggaran segini, akan 
sangat beruntung bagi negara, karena orangnya 
akan berpengetahuan,” pungkasnya.

Reporter: Hanna Meinita

Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
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Kepala Perpusnas Muhammad Syarif 
Bando menyampaikan, literasi adalah 
kedalaman pengetahuan seseorang 
terhadap suatu subjek ilmu 

pengetahuan. Saat ini, pihaknya sudah 
mengidentifikasi kondisi literasi di Indonesia 
menjadi hulu dan hilir.

Syarif Bando menilai rendahnya budaya baca 
masyarakat yang berdampak pada indeks literasi 
yang rendah merupakan kondisi di hilir. Dan ini 
merupakan fakta yang ada. 
Namun dia melihat bahwa 
selama hampir 76 tahun 
Indonesia merdeka, pembahasan 
soal kondisi di hilir masih terus 
berlangsung. Padahal seharusnya 
kendala yang ada di hulu harus 
diperbaiki bersama seluruh 
pemangku kepentingan.

"Karena itu di 2021 bagaimana 
peran negara, peran akademisi 
dan perguruan tinggi untuk 
menghasilkan buku-buku yang 
sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat, para penerbit, 
penerjemah. Bagaimana 
regulasinya yang memungkinkan 
buku dari Jakarta bisa sampai ke 

Kalimantan Tengah," jelasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan 
Tengah Fahrizal Fitri mengapresiasi kegiatan ini 
sebagai bukti wujud komitmen pemerintah 
provinsi dalam mencerdaskan bangsa, seperti 
halnya yang tertuang dalam Pembukaan UUD 
1945 alinea keempat. Hal ini pun didukung 
dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur 
Kalimantan Tengah Nomor 58 Tahun 2020 
tentang Pembudayaan Gemar Membaca.

41

Perpusnas Dukung 
Peningkatan  Indeks Literasi 

di Kalimantan Tengah

PILM Kalimantan Tengah

Palangka Raya, Kalimantan Tengah -- Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melalui 
Pusat Analis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca (PAPPB) bekerja sama 
dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar 

talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat dengan tema "Penguatan Sisi Hulu 
Dalam Rangka Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat", Selasa (2/3/2021) di Aula Jayang 

Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.
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"Kami mengajak para kepala daerah bupati 
maupun wali kota untuk pro aktif dalam 
meningkatkan indeks literasi, salah satunya 
melalui Gerakan Kalteng Membaca yang telah 
diluncurkan tahun 2020 kemarin, melaksanakan 
sosialisasi gemar membaca hingga tingkat 
kecamatan dan desa," ucapnya.

Menurut Bunda Literasi Provinsi Kalimantan 
Tengah Yulistra Ivo Azhari Sabran, dalam 
mewujudkan pembudayaan gemar membaca 
masyarakat, juga diperlukan peran dari orang tua 

sebagai role model bagi anak-anak dalam 
menumbuhkan minat baca anak sejak dini. 
Demikian ditegaskan Bunda Literasi Provinsi 
Kalimantan Tengah Yulistra Ivo Azhari Sabran.

"Terutama ibu, memiliki peran untuk 
mendekatkan anak-anak dengan buku, sehingga 
nantinya anak-anak akan suka membaca buku," 
jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan, Wakil Ketua 
Komisi III DPD RI Muhammad Rakhman 
memaparkan, Indonesia berada pada peringkat 
ke-60 untuk tingkat literasinya. Ada beberapa 
faktor yang menyebabkan minat baca 
masyarakat Indonesia masih rendah. Pertama, 
belum ada kebiasaan membaca yang 
ditanamkan sejak dini. "Role model anak di 

keluarga adalah orang tua dan anak-anak 
biasanya mengikuti kebiasaan orang tua," 
ungkapnya.

Lebih lanjut, Rakhman menjelaskan, perlunya 
optimalisasi pemanfaatan perpustakaan sekolah 
dan umum serta pembiasaan budaya membaca 
di rumah maupun di sekolah.

"Masyarakat mau membaca tapi kesulitan dalam 
mendapat bahan bacaan. Saya harap Perpusnas 
mau menambah semua buku di setiap lini (yang) 

diharapkan mampu meningkatkan indeks literasi 
di Palangka Raya," harapnya.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan 
penandatanganan nota kesepahaman antara 
Perpusnas RI dengan 11 perguruan tinggi 
maupun swasta di Provinsi Kalimantan Tengah. 
Selain itu juga, diserahkan secara simbolis 
bantuan dari Perpusnas berupa Mobil 
Perpustakaan Keliling sebagai layanan ekstensi 
perpustakaan di Provinsi Kalimantan Tengah. 

Reporter: Wara Merdeka

Fotografer: Eka Purniawati
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Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI

Padang, Sumatera Barat—Perpustakaan 
Nasional (Perpusnas) RI menyalurkan Dana 
Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang perpustakaan 
untuk dinas perpustakaan 
provinsi/kabupaten/kota di wilayah Sumatera 
Barat. Penyerahan DAK dilakukan secara simbolis 
oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih 
kepada Kepala Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan Provinsi Sumbar Wardarusmen 
dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI bersama 
mitra kerjanya di Padang, Sumatera Barat, pada 
Senin (15/2/2020). Turut menyaksikan penyerahan 
DAK, Plh. Gubernur Sumbar Alwis dan Kepala 
Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas Joko 
Santoso.

Joko Santoso menyatakan pada tahun ini, 
Perpusnas melanjutkan program DAK untuk 
pembangunan fisik perpustakaan provinsi dan 
kabupaten/kota. DAK diberikan oleh pemerintah 
pusat untuk daerah demi meningkatkan kualitas 
layanan perpustakaan di Indonesia. DAK, ujar 
Joko, menjadi prospek sekaligus tantangan 
untuk pembangunan perpustakaan, tidak hanya 
di lingkungan Perpusnas, tapi juga di seluruh 
Indonesia.

Khusus untuk wilayah Sumbar, pada 2021, 
Perpusnas memberikan DAK sekitar Rp25 miliar 
untuk Provinsi Sumbar, Kabupaten Lima Puluh 
Kota, Kabupaten Agam, Kota Sawahlunto, 
Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, 
Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman 
Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok, 
dan Kabupaten Solok Selatan. Bantuan yang 
diberikan berupa pembangunan gedung 
perpustakaan, renovasi gedung, pengadaan 
perabot layanan perpustakaan, pengadaan TIK 
layanan perpustakaan, dan pengembangan 
bahan perpustakaan.

"Di Sumatera Barat, ada dua kabupaten yang 
mendapatkan bantuan pembangunan gedung 
baru perpustakaan yakni Kabupaten Lima Puluh 
Kota dengan nilai Rp10 miliar dan Kabupaten 
Agam dengan Rp9,5 miliar," jelasnya di sela-sela 

kunker.

Saat ini, bidang perpustakaan masuk menjadi 
salah satu prioritas nasional. Perpustakaan 
masuk dalam kegiatan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 
melalui program penguatan budaya literasi, 
inovasi, dan kreativitas. Literasi memiliki peran 
sangat penting untuk membangun masyarakat 
berpengetahuan dan berkarakter. Karenanya, 
dibutuhkan konektivitas dan akses terhadap 
bahan bacaan serta sumber bahan bacaan yang 
berkualitas agar masyarakat bisa dengan mudah 
mendapatkan pengetahuan. Dia berharap, 
melalui DAK, peningkatan kualitas layanan 
perpustakaan bisa mewujudkan sumber daya 
manusia yang unggul.

Tercatat ada 1.749 perpustakaan umum (desa dan 
kabupaten/kota) yang tersebar di Sumbar. 
Sedangkan jumlah koleksi keseluruhan yang ada 
di dinas perpustakaan provinsi dan 19 
perpustakaan daerah kabupaten/kota di Sumbar 
sekitar 553.050 eksemplar. Jika dibandingkan 
ketercukupan koleksi perpustakaan dengan 
penduduk Sumbar, maka rasionya 0,05, yang 
artinya lima orang penduduk hanya dapat 
membaca satu eksemplar. Perpusnas menyebut 
idealnya, satu orang penduduk mempunyai 
koleksi dua eksemplar.

Reporter: Hanna Meinita

Perpusnas Salurkan DAK Bidang 
Perpustakaan Rp25 M untuk Sumbar
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Blitar, Jawa Timur—Rangkaian kegiatan Pekan 
Literasi dan Inklusi Sosial yang diselenggarakan 
Perpustakaan Bung Karno makin semarak 
dengan diselenggarakannya Jagongan 
Kebangsaan: Generasi Milenial Bicara Pancasila, 
Rabu (24/3) di Amphiteater Perpus Bung Karno 
yang dibuka secara resmi oleh Walikota Blitar 
Santoso dan didampingi Wakil Walikota Blitar 
Tjutjuk Sunario. Hadir dalam kesempatan itu 
Forkopimda Kota Blitar, Ketua Forum Pembauran 
Kebangsaan Kota Blitar Bambang Arjuno dan 
Koordinator Substansi Layanan Informasi dan 
Kerjasama Perpustakaan Agus Sutoyo.

Wali kota Santoso sangat mengapresiasi kegiatan 
yang digelar di Perpustakaan Bung Karno, 
walaupun kondisi kita masih diselimuti dengan 
pandemi Covid-19, tetapi kita harus tetap 
menjalankan program-program yang sudah 
direncanakan jauh sebelumnya, sehingga 
dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, 
kegiatan harus tetap berjalan. Agenda yang 
merupakan program Bidang Layanan yang 
dilaksanakan dengan menggandeng mitra kerja 
itu didukung oleh Badan Kesbangpol dan FPK 
kota Blitar, terasa lebih  berwarna karena juga 
dihadiri pimpinan daerah kota Blitar, Walikota 
dan Wakil Walikota sekaligus. Peserta yang hadir 
dibatasi maksimal 50 orang dengan berjarak, 
walaupun kapasitas Amphiteater bisa 
menampung 100 orang dalam kondisi jaga jarak.

Wali kota Santoso memberikan pesan kepada 
generasi muda kota Blitar agar lebih memahami 
dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila 
dalam kehidupan sehari-hari. "Temanya saya 
pandang sangat tepat sekali karena kalau yang 
bicara yang tua-tua sudah terlalu sering. Ini justru 
kesempatan memberikan peluang bagi anak-
anak muda bagaimana mempelajari nilai-nilai 
yang terkandung dalam Pancasila sebagai way of 
life, pandangan hidup bangsa," ujarnya. Di 
Perpustakaan Bung Karno ini, walaupun secara 
organisasi sebagai lembaga vertikalnya 
Perpustakaan Nasional, tetapi tidak mengurangi 
perannya dalam meningkatkan literasi dan 
pembudayaan gemar membaca di kota Blitar 
khususnya dan di daerah-daerah lain secara 

nasional. Keberadaan Perpustakaan Bung Karno, 
menambah kekuatan historis di kota Blitar di 
mana kita tahu makam proklamator Bung Karno 
memberikan energi untuk memotivasi bangsa ini 
dalam memantapkan nasionalisme dan 
kebangsaan kita.

Ia juga mengatakan, jika tidak diberikan pondasi 
yang kuat, generasi milenial bisa menjadi korban 
aliran yang bertentangan dengan Pancasila. Ia 
pun sangat mengapresiasi acara ini dan berharap 
semoga dapat terus berjalan menjadi sarana 
yang positif agar pondasi anak-anak muda kuat 
sehingga tidak terpengaruh dengan paham-
paham yang tidak sesuai dengan Pancasila. 
"Mudah-mudahan Jagongan Kebangsaan ini  
betul-betul mengilhami bagaimana dasar negara 
Pancasila bisa dijadikan landasan hidup dalam 
berbakti kepada nusa, bangsa dan negara," 
imbuhnya.

Sementara Agus Sutoyo yang mewakili Kepala 
Perpustakaan Bung Karno mengatakan 
Jagongan Kebangsaan ini merupakan salah satu 
rangkaian dari kegiatan Safari Literasi Pancasila 
yang dikemas dalam rangkaian Pekan Literasi 
dan Inklusi Sosial yang diselenggarakan selama 
sepekan, mulai tanggal 22 Maret lalu sampai 27 
Maret. Kegiatan diisi dengan literasi kopi, literasi 
hastakarya, literasi Pancasila, literasi seni, 
pameran, bazar, dan Ngopi Seksi (Ngobrol Pintar 
Seputar Kepustakawanan dan Literasi). Salam 
Literasi.*

Reporter: Friska Fauzi

Fotografer: Juwito

Jagongan Kebangsaan: 
Generasi Milenial Bicara Pancasila
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W a r t a

Universitas Pertahanan Sentul, 28 Januari 2021
Penyerahan Hasil Akreditasi Perpus dan Kuliah Umum



Aula Perpusnas Salemba, 25 Februari 2021
Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan Perpustakaan Nasional RI

L e n s a

W a r t a



L e n s a

W a r t a

Aula Perpusnas Salemba, 15 Maret 2021
Webinar Sosialisasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial



CAPAIAN 
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

layanan Perpustakaan
Bung Karno
layanan Perpustakaan
Bung Hatta

70,12

INDEKS KEPUASAN PEMUSTAKA

90,25 
SANGAT BAIK

3,73

Layanan Multimedia
Layanan Terbitan
Berkala

2019201820172016
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(BAIK)
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